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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

A. Radd dalam Hukum Waris 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Waris 

Hukum kewarisan merupakan terjemahan dari fiqh mawarits, yang 

berarti peralihan harta orang yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang 

yang masih hidup (ahli waris). Kata mawarits berasal dari kata waratsa. Kata 

waratsa banyak kita jumpai dalam al-Qur’an antara lain surat al-Baqarah ayat 

233, al-Nisa’ ayat 11, 12, 19, dan 176, yang dapat dipahami bahwa peralihan 

sesuatu dari yang mewariskan kepada ahli waris yang berlaku sesudah yang 

bersangkutan meninggal dunia1. 

Selain itu hukum kewarisan juga sering dikenal dengan istilah faraidh. 

Hal ini karena dalam Islam, bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli 

waris telah ditentukan dalam Al-Qur’an. Hukum kewarisan dalam Islam 

mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan 

akibat-akibat yang tidak menguntungkan2. Secara etimologis, faraidh diambil 

dari kata fardh yang berarti taqdir “ketentuan”. Dalam istilah syara’ bahwa 

kata fardh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris3. 

Secara terminologis, hukum kewarisan Islam ialah: 

                                                            
1 Hajar M, Hukum Kewarisan Islam (Fiqih Mawaris), Cet ke-1, (Pekanbaru: Alfa Riau, 

2007), h. 1.  
2 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Cet ke-6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

1995), h. 355. 
3 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cet ke-14, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 479. 
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الفقه المتعلق بالارث ومعرفة الحسب الموصل الى معرفة ذالك ومعرفة قدر الواجب من التركة 

 . لكل ذى حق

Artinya: Hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, pengetahuan 

tentang cara penghitungan terhadap harta, dan bagian-bagian yang wajib bagi 

masing-masing ahli waris4. 

Pengertian hukum kewarisan menurut Pasal 171 huruf a Kompilasi 

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 

pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 

berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dalam 

konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak 

kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih 

hidup5. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan hukum kewarisan ialah 

aturan-aturan tentang orang yang dikategorikan ahli waris dengan 

meninggalnya seseorang, ahli waris yang berhak menerima dalam setiap 

kasus, hak setiap ahli waris, teknik pembagian dan komposisi harta warisan6. 

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama 

adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah nabi. Ayat-

                                                            
4 Hajar M, Op.cit, h. 1. 
5 Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, Cet ke-3, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 

4. 
6 Hajar M, Loc.cit, h. 2.  
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ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu 

adalah sebagai berikut7: 

a. Ayat-ayat al-Qur’an 

1) QS. Al-Nisa (4): 7 

   
  

 
   

  
   

     
     

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan. 

2) QS. Al-Nisa (4): 8 

   
  

 
 

  
   
     

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan 

orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan 

ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik. 

                                                            
7 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 7. 
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3) QS. Al-Nisa (4): 9 

   
   
   
   

  
     

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah 
mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan 
Perkataan yang benar.    

4) QS. Al-Nisa (4): 10 

   
  
    

   
      

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim 

secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan 

mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). 

5) QS. Al-Nisa (4): 11 
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Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) 
anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian 
dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih 
dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika 
anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan 
untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta 
yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang 
yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya 
(saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. 
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia 
buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan 
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih 
dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.   

6) QS. Al-Nisa (4): 12 
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Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan 
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu 
itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang 
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) 
seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang 
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai 
anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu 
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun 
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, 
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang 
saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua 
jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu 
lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, 
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah 
menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari 
Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. 

7) QS. Al-Nisa (4): 13 
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Artinya: (Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari 
Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah 
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-
sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang 
besar. 

8) QS. Al-Nisa (4): 14 

   
  

   
   

      

Artinya: Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan 

melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke 

dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang 

menghinakan 

9) QS. Al-Nisa (4): 33 

   
   

  
  
  
     

    
    

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu 
bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) 
orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka 
berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan 
segala sesuatu. 
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10) QS. Al-Nisa (4): 176 

   
    

    
    

     
    
     

  
   

    
   

   
    

     
       

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: 
"Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang 
meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara 
perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta 
yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh 
harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika 
saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari 
harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris 
itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian 
seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara 
perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu 
tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

 

 

 

11) QS. Al-Anfal (8): 75 
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Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah 
serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk golonganmu 
(juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat itu sebagiannya 
lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam 
kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

b. Sunnah Nabi 

Hadits Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan adalah: 

1) Hadits dari Ibnu Abbas 

عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: الحقوا الفراءض بأهلها عن إبن عباس رضى االله عنه 
 .8فما بقى فهوا لأولى رجل ذكر

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi Saw bersabda: berikanlah Faraid 

(bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya 

berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat. 

2) Hadits dari Jabir 

عن جابر بن عبد االله قال: جأت المرأة بإبنتين لها فقالت يا رسول االله ها تان إبنتا سعد بن الربيع 

قتل يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع اهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال, قال 

ة الميراث فبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى عمهما فقال لعط يقضي االله في ذالك فنزلت آي

  . 9ابنتى الثلثين واعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك

Artinya: Dari Jabir bin Abdullah berkata: janda Sa’ad datang kepada 
Rasulullah Saw. bersama dua anak perempuannya. Lalu ia berkata: ya 
Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa’ad yang telah gugur 

                                                            
8 Imam An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, Cet ke-2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 

2013), h. 881. 
9 Muhammad Nasiruddin al-Bani, Shahih Sunan At-Tarmidzi, Cet ke-1, (Jakarta: Pustaka 

Azzam, 2006), h. 624. 
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secara syahid bersamamu diperang Uhud. Paman mereka mengambil 
harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk 
mereka. Keduanya tidak dapat kawin tampa harta. Nabi berkata: Allah 
akan menetapkan hukuman dalam kejadian ini. Kemudian turn ayat-
ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil sipaman dan berkata: berikan 
dua pertiga untuk dua orang anak Sa’ad, seperdelapan untuk istri Sa’ad 
dan selebihnya ambil untukmu. 

3) Hadits dari ‘Umran bin Husein 

عن عمران بن حصين أن رجلا أتى النبي صلى االله عليه وسلم فقال أن ابن 
  ابنى مات فمالى من ميراثه فقال لك السدس .

Artinya: Dari ‘Umran bin Husein bahwa seorang laki-laki mendatangi 

Nabi sambil berkata: bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal 

dunia, apa yang saya dapt dari harta warisannya. Nabi berkata: kamu 

dapat seperenam. 

4) Hadits dari Usamah bin Zaid 

عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: لا يرث 
  .10المسلم الكافر ولا الكافر المسلم 

Artinya: Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya)bahwa 

Nabi Saw. bersabda: seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan 

non-muslim tidak mewarisi seorang muslim. 

5) Hadits dari Jabir bin Abdullah 

عن جابر بن عبداالله والمسوار بن مخرمة قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا 
  .11ل واستهلا له اأن يبكى ويصيح أو يعطس يرث الصبي حتى يستهل صارحا قا

                                                            
10 Muhammad Nashiruddin al-Bani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Cet ke-1, (Jakarta: 

Pustaka Azzam, 2007), h.543. 
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Artinya: Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah berkata 

keduanya berkata Rasulullah Saw: seseorang bayi tidak berhak 

menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan 

jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan, dan bersin. 

2. Asas,  Unsur dan Penghalang Kewarisan 

Hukum kewarisan Islam atau yang lazim disebut faraidh, dalam 

literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam 

yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada 

orang yang masih hidup. 

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber dari kepada wahyu 

Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw, hukum kewarisan Islam 

mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam 

hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum 

kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda 

dengan hukum kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini melihatkan 

bentuk karakteristik dari hukum kewarisan itu12. 

Hukum kewarisan Islam digali dari keseluruhan ayat hukum dalam al-

Qur’an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw 

dalam sunnahnya dipadukan dalam bentu filosofis, yang kemudian diambil 

asas-asas hukum pokok. Ada lima asas hukum kewarisan, yaitu13: 

a. Asas ijbari 

                                                                                                                                                                   
11 Ibid, h. 553. 
12 Amir Syarifuddin, Op.cit, h. 16.  
13 Hajar M, Op.cit, h. 10. 



34 
 

Secara etimologi “ijbari” mengandung arti paksaan, yaitu melakukan 

sesuatu diluar kehendak sendiri. Pengertian “wali mujbir” dalam 

terminologi fikih munakahat mengandung arti wali dapat menikahkan 

anak gadisnya diluar kehendak anak gadisnya itu14. Dalam hal hukum 

waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal 

kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya 

perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan 

perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih 

kepada ahli warisnya. 

Asas ijbari ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu: dari peralihan 

harta, dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi kepada siapa harta itu 

akan beralih. Kententuan asas ijbari ini dapat dilihat antara lain dalam 

ketentuan Al-Quran surat al-Nisa’ ayat 7 yang menjelaskan bahwa: 

   
  

 
   

  
   

     
     

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-

bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari 

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bahagian yang telah ditetapkan. 

b. Asas bilateral 

                                                            
14 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Cet ke-3, Jilid 7, (Bandung: PT. Al-Ma’rif, 1986), h. 16. 
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Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam 

adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah 

pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan 

laki-laki. Asas bilateral ini secara tegas dapat di temui dalam ketentuan Al-

Qur’an surat al-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Dalam ayat 7 yang telah 

disebutkan diatas dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak 

memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya. Begitu juga 

dengan perempuan mendapat warisan dari kedua belah pihak orang tuanya. 

Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu 

melalui ayah dan ibu). 

c. Asas individual 

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris secara 

individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli 

waris lainya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris 

secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi 

bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam ketentuan Al-Qur’an surat 

an-Nisa ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli 

waris ditentukan secara individu. 

d. Asas keadilan berimbang 

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara 

hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan 

kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan 

bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar 
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hukum asas ini adalah dalam ketentuan Alquran surat An-Nisa ayat 7, 11, 

12 dan 179 sebagaimana telah disebutkan diatas. 

e. Asas semata karena kematian 

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta 

hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta 

seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris 

masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan. 

Hukum kewarisan Islam mengenal tiga unsur pokok, yaitu: al-

Muwarits, al-Warits dan al-Mauruts.15  

(a) Al-Muwarits 

Al-Muwarits, yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan 

meninggalkan harta atau hak16 baik al-Muwarits itu meninggal secara 

hakiki (nyata) atau meninggal secara hukum. Seperti seorang hakim 

menetapkan kematian seseorang yang mafqud (orang yang hilang). 

Keputusan itu menjadikan mafqud (orang yang hilang) tersebut sebagai 

orang yang mati secara hakiki.17 Atas dasar prinsip ijbari maka al-

Muwarits menjelang kematiannya tidak berhak menentukan siapa yang 

akan mendapatkan harta atau hak yang ditinggalkannya itu, karena 

semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kebebasannya bertindak atas 

harta itu terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya. Adanya pembatasan 

bertindak tersebut adalah untuk menjaga hak ahli waris. Al-Muwarits tidak 

                                                            
15 Wahbah Az-Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid X, (Suriah: Dar al-Fikr, 

Damsiq, 1997), h. 7703. 
16 Ibid., 
17 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid IV, (al-Qaahirah: Dar al-Fath li I’laami al-‘Arabi, 

1998), h. 386. 
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perlu menentukan orang yang akan menerima hartanya agar tidak 

terlanggarnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan 

oleh Allah SWT. 

(b) Al-Mauruts (Harta yang diwariskan) 

Al-Mauruts, yaitu harta peninggalan, disebut juga mirats dan irts, 

yaitu harta atau hak-hak yang ditinggalkan oleh muwarits (orang yang 

mewariskan)18 yang akan dipusakai ahli waris setelah dikurangi biaya 

perawatan, hutang, dan wasiat. Dalam arti, harta yang menjadi harta 

warisan itu harus murni dari hak orang lain di dalamnya. Di antara usaha 

memurnikan hak orang lain itu adalah dengan mengeluarkan wasiat dan 

membayar hutang pemilik harta. Hukum yang mengenai membayar hutang 

dan wasiat itu dapat dikembangkan kepada hal dan kejadian lain sejauh di 

dalamnya terdapat hak-hak orang lain yang harus dimurnikan harta 

peninggalan orang yang meninggal, di antaranya ongkos penyelenggaraan 

jenazah sampai dikuburkan, termasuk pula biaya pengobatan waktu sakit 

yang membawa kepada kematiannya. 

(c) Al-Warits 

Al-Warits, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai 

hubungan waris-mewarisi dengan si muwarits, baik hubungan itu karena 

hubungan kekerabatan ataupun perkawinan. Dalam kitab-kitab fiqih 

dinyatakan ada tiga hubungan yang menyebabkan seseorang menerima 

harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu hubungan 

                                                            
18 Wahbah az-Zuhaily, Op.cit, h. 7703. 
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kekerabatan, hubungan perkawinan, dan hubungan perbudakan (al-

wala’).19 

a. Hubungan Kekerabatan 

Hubungan kekerabatan adalah hubungan nasab atau keturunan 

antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang 

disebabkan oleh kelahiran yang disebut juga dengan hubungan darah. 

Hanaifyah menyebutnya ar-rahim, yang dimaksudkan adalah 

kekerabatan hakiki, yaitu setiap hubungan yang menyebabkan 

kelahiran yang mencakup furu’ al-mayyit (keturunan si mayit) dan 

ushul al-mayyit (asal usul si mayit) serta anak keturunan dari asal usul 

mayit.20 

Hubungan waris-mewarisi karena kekerabatan (hubungan nasab) 

tersebut mencakup: 

1. Anak dan keturunannya baik laki-laki maupun perempuan. 

2. Ayah, ayah dari ayah dan ibu, artinya ibu, ibu dari ibu dan ibu dari 

ayah. 

3. Saudara laki-laki dan saudara perempuan. 

4. Paman dan anak-anak mereka yang laki-laki.21 

Dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan 

anaknya dan hubungan antara anak dan ayahnya sebagaimana tersebut 

di atas, maka dapat pula diketahui hubungan kekerabatan ke atas yaitu 

                                                            
19 Ibid., h. 7704. Said Bakri, I’anatu at-Thalibin, Jilid III, (Beirut-Libanon: at-Turath 

al’Arabi, tt), h. 234. 
20 Ibid., h. 7704. 
21 Ibid., 
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kepada ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya, ke bawah adalah 

kepada anak dan keturunannya sedangkan hubungan kekerabatan ke 

samping adalah saudara dan keturunannya. Dengan mengetahui 

hubungan kerabat yang demikian, maka tergambarlah struktur 

kekerabatan yang tergolong ahli waris bila seseorang meninggal dunia 

dan meninggalkan harta warisan. 

b. Hubungan Perkawinan 

Hubungan perkawinan yang dimaksudkan disini, adalah 

perkawinan dengan akad yang sah, baik disertai hubungan intim atau 

tidak.22 Ikatan perkawinan merupakan salah satu penyebab timbulnya 

hak dan kewajiban antara orang yang terikat di dalamnya, yang 

dengan ikatan itu pula timbulnya hubungan waris-mewarisi antara 

suami dan istri yang mengikatkan diri tersebut secara bertimbal balik. 

Adapun perkawinan yang menjadi sebab waris-mewarisi 

memerlukan dua syarat: 

Pertama, aqad perkawinan itu sah menurut syara’, baik kedua 

suami istri telah berkumpul maupun belum. Hal ini didasarkan kepada 

keumuman ayat-ayat yang mengatur tentang hukum kewarisan dan 

tindakan Rasulullah SAW: “bahwa beliau telah memberikan harta 

warisan kepada Barwa’ bin Wasiq. Suaminya telah meninggal dunia 

sebelum menggaulinya dan belum menetapkan maskawinnya.”23 

                                                            
22 Ibid., h. 7704. 
23 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz VI, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994), h. 225. 
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Kedua, ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau 

dianggap masih utuh. Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah 

apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talaq raj’i, tetapi 

masa iddah raj’i bagi seseorang istri belum selesai.24 Perkawinan 

tersebut dianggap masih utuh, karena di saat iddah berjalan, suami 

masih mempunyai hak penuh untuk ruju’ kebali kepada bekas istrinya 

yang masih menjalankan iddah, baik dengan perkataan maupun 

dengan perbuatan tanpa memerlukan bayaran maskawin baru, 

menghadirkan dua orang saksi dan wali. 

c. Hubungan Perbudakan (al-Wala’) 

Al-Wala’ ialah kerabat yang diperoleh karena memerdekakan, 

dan disebut walaau al-‘itaaq.25 Ulama sepakat, seseorang yang 

memerdekakan hambanya atas nama dirinya sendiri, maka hak 

wala’nya adalah untuknya, dan dia mewarisi hamba itu bila tidak 

meninggalkan ahli waris. Dan orang tersebut menjadi ‘ashabah jika 

terdapat ahli waris yang tidak menghabisi seluruh harta.26 

Adapun sebab-sebab adanya hak mewarisi, adalah karena 

adanya hubungan: kekerabatan, perkawinan dan wala’ sebagaimana 

tersebut di atas. Akan tetapi, semua itu belum menjamin secara pasti 

hak mewarisi seseorang, karena masih bergantung lagi pada hal-hal 

                                                            
24 Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, h. 7705. 
25 Sayyid Sabiq, Fiqh as-Sunnah, Jilid IV, Op.cit, h. 387. 
26 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid II, (Semarang: 

Maktabah wa Mathba’ah Thaha Putra, tt), h. 271. 
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yang lain, yaitu bebas dari segala penghalang yang menghalangi 

kewarisan itu sendiri. 

Dengan terpenuhinya unsur-unsur pokok kewarisan diatas tidak secara 

otomatis ahli waris berhak atas harta warisan, karena ada beberapa faktor 

yang dapat mengakibatkan mereka terhalang sebagai ahli waris. Faktor 

tersebut, yaitu: 

a. Pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris 

Pembunuhan sebagai faktor terhalangnya ahli waris mewarisi harta 

warisan dari pewaris didasarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud dan Ibnu Majah: 

 عن ابى هريرة رضي االله عنه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: القاتل لا يرث

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: 

pembunuh tidak berhak sebagai ahli waris.” 

Hadits diatas cukup kuat sanadnya sehinga dapat diterima oleh 

semua Mujtahid, dan ditempatkan sebagai dalil yang dapat dijadikan 

hujjah. Namun masih terdapat perbedaan pendapat tentang pembunuhan 

yang menjadi penghalang kewarisan dan pembunuhan yang tidak menjadi 

penghalang. Pendapat yang kuat dikalangan Syafi’i menetapkan setiap 

pembunuhan menjadi penghalang menerima harta warisan. Namun 

pendapat yang lemah menyatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak 

menjadi halangan untu mewarisi27. 

                                                            
27 Hajar M, Op.cit, h. 23.  
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Ulama berbeda pendapat tentang macam pembunuhan yang 

bagaimana yang menyebabkan penghalang tersebut. Menurut ulama 

Hanafiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang seseorang untuk 

menerima warisan ialah pembunuhan yang bersanksi qishash dan yang 

bersanksi kaffarah.28 Pembunuhan yang bersanksi qishash, ialah 

pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja untuk membunuh dengan 

mempergunakan alat-alat yang dapat mematikan seperti senjata dan 

sejenisnya.29 Sedangkan pembunuhan yang bersanksi kaffarah adalah 

pembunuhan semi sengaja (syibh al-amdi) dan pembunuhan karena keliru 

(qatlu al-khatha’). Pembunuhan syibh al-amdi, ialah pembunuhan yang 

mempergunakan alat yang semestinya tidak mematikan, misalnya 

mempergunakan kayu kecil, alat yang tidak tajam, tetapi ternyata 

mengakibatkan kematian.30 Pembunuhan karena keliru dapat dibedakan 

kepada dua macam, yaitu: Pertama, keliru pada maksud, misalnya 

pemburu menembak binatang, ternyata yang terkena adalah manusia dan 

mengakibatkan kematian. Perbuatan ini salah pada maksudnya karena 

tujuan yang ditembak keliru, akan tetapi tembakannya itu sendiri tidak 

salah, bahkan tepat mengenai sasarannya, hanya sasarannya yang keliru. 

Kedua, keliru pada perbuatan, misalnya seseorang memanjat pohon 

kemudian ia jatuh, dan jatuhnya menimpa seseorang dan orang yang 

ditimpa itu mati. Ini bukanlah pembunuhan yang disengaja, sebab sama 

                                                            
28 Abdul Somad bin Muhammad al-Katib, Kitab al-Faraaidh, (Kuwait: Dar al-Ilaafi 

Dualiyah, 2006), h. 30. 
29 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, h. 7716. 
30 Ibid., 
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sekali tidak dimaksudkan oleh pelakunya. Sungguhpun demikian, karena 

di dalam kenyataan pembunuhan sudah terjadi, peristiwa tersebut 

dipandang sebagai pembunuhan yang tidak disengaja.31 

Untuk pembunuhan yang bersanksi kaffarah ini, Allah SWT 

menegaskan: “........ Dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan 

keliru, ia membebaskan seorang budak yang beriman dan membayar denda 

yang diserahkan kepada keluarga dari orang yang terbunuh......” (QS. Al-

Nisa’ [4]: 92). Dan apabila tidak mampu melakukannya, di akhir ayat 

tersebut terdapat ketentuan: “..... Siapa yang tidak dapat memerdekakan 

budak, ia berpuasa dua bulan berturut-turut, sebagai suatu taubat dari 

Allah. Dan Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-

Nisa’ [4]: 92) 

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mempusakai 

menurut ulama Hanafiyah, adalah pembunuhan yang tidak bersanksi 

qishash dan kaffarah,32 yaitu: 

(a) Pembunuhan karena hak, seperti membunuh muwarits untuk 

melaksanakan qishash, atau had karena murtad atau karena berzina 

sedangkan di dalam keadaan muhshan. 

(b) Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lobang, 

kemudian keluarganya terperosok ke dalam lobang tersebut hingga 

mengakibatkan kematian. Ini tidak menyebabkan adanya qishash, 

kaffarah dan tidak pula menghalangi memperoleh harta warisan. 

                                                            
31 Ibid., 
32 Ibid., 
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(c) Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak, 

seperti orang gila dan anak yang belum baligh.33 

Menurut ulama Malikiyah, pembunuhan yang menjadi penghalang 

untuk mewarisi ialah: “pembunuhan sengaja lagi permusuhan, baik 

langsung (mubasyarah) maupun tidak langsung (tasabbub)”.34 Ulama 

Syafi’iyah berpendirian bahwa “setiap pembunuhan itu secara mutlak 

menjadi penghalang untuk menerima warisan baik langsung maupun tidak 

langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, baik dilakukan oleh orang 

yang cakap bertindak maupun tidak. 

Pembunuhan yang menjadi penghalang mempusakai menurut ulama 

Hanabilah, ialah pembunuhan-pembunuhan yang dibebani sanksi qishash, 

kaffarat dan diyat. Seperti: pembunuhan-pembunuhan dengan sengaja, 

mirip sengaja, tersalah, dianggap tersalah, dan pembunuhan yang 

dilakukan oleh orang yang tidak cakap (pembunuhan anak kecil, orang gila 

dan orang tidur). 

b. Berbeda agama antara ahli waris dan pewaris 

Berbeda agama dijadikan faktor penghalang kewarisan didasarkan 

kepada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim: 

عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم 
  الكافر ولا الكافر المسلم .

                                                            
33 Ibid., Jilid VI, h. 7717. 
34 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 387.  
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Artinya: Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya)bahwa Nabi 

Saw. bersabda: seseorang muslim tidak mewarisi non-muslim dan non-

muslim tidak mewarisi seorang muslim. 

Berbeda agama mengakibatkan tidak adanya wilayah diantara 

sesama mereka. Tidak adanya wilayah non-muslim terhadap seorang 

muslim dapat dipahami dari QS. Al-Nisa ayat 141, yang maksudnya 

bahwa Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir jalan terhadap orang-

orang beriman. 

Mengingat bahwa antara hak kewarisan dengan kekrabatan 

memounyai kaitan yang erat, hadis yang melarang hak kewarisan muslim 

dari non-muslim tidak terdapat perbedaan pendapat. Semua mujtahid 

sepakat bahwa non-muslim tidak dapat jadi ahli waris dari pewaris 

muslim. Hal ini selain sejalan dengan hadis, juga tidak bertentangan 

dengan QS. Al-Maidah ayat 5. 

3. Kelompok Ahli Waris 

Selanjutnya ulama sepakat bahwa ahli waris dapat dikelompokkan 

kepada dua kelompok yaitu: Ashab al-Furudh dan Ashabah. Hanafiyah dan 

Hanabilah menambahkan dengan kekerabatan rahim (Dzawil arham).35 

a. Ashab al-Furudh 

Yang dimaksud dengan ahli waris Ashab al-Furudh ialah: “Ahli 

waris yang ditetapkan oleh syara’ memperoleh bagian tertentu dari al-

                                                            
35 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, h. 7736. 
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furudh al-muqaddarah yang ditetapkan untuk mereka.36 Yang dimaksud 

dengan al-furudh al-muqaddarah ialah bagian-bagian yang sudah 

ditentukan syara’ bagi ahli waris tertentu dalam pembagian harta warisan. 

Al-Furudh al-muqaddarah itu ada enam macam, yaitu: seperdua (1/2), 

seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua pertiga (2/3), sepertiga (1/3) dan 

seperenam (1/6).37 

Bila dianalisis ayat-ayat maupun hadits-hadits yang berhubungan 

dengan pembagian waris, maka ahli waris yang memperoleh bagian 

tertentu dari “al-furudh al-muqadarah” ada dua belas orang, empat orang 

dari jalur laki-laki yaitu: suami, ayah, kakek, dan saudara laki-laki seibu. 

Delapan orang dari jalur perempuan yaitu: istri, ibu, anak perempuan, cucu 

perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, saudara 

perempuan seayah, saudara perempuan seibu, dan nenek serta seterusnya 

ke atas.38 

b. Ashabah 

Kata ‘Ashabah adalah jamak ‘Aashib  menurut pengertian bahasa 

ialah anak dan kerabat laki-laki dari pihak ayah.39 Dalam ilmu mawaris, 

‘ashabah ialah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu dari 

furudh al-muqaddarah dalam suatu pembagian harta peninggalan. 

Golongan ahli waris yang ashabah ini, dapat dibagi kepada dua 

macam, yaitu ‘ashabah nasabiyah dan ‘ashabah sababiyah. 

                                                            
36 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 389. 
37 Ibnu Qudamah, Op.cit, h. 131. 
38 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 389. 
39 Ibid., h. 398. 
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(1) ‘Ashabah Nasabiyah 

‘Ashabah nasabiyah ialah seseorang yang menjadi ahli waris 

‘ashabah karena mempunyai hubungan nasab dengan orang yang 

meninggal. ‘ashabah nasabiyah ini dapat dibagi kepada tiga macam 

yaitu: ‘ashabah bi nafsihi, ‘ashabah bi ghairihi, dan ‘ashabah ma’a 

ghairihi.40 

- Ashabah bi nafsihi 

‘Ashabah bi nafsih ialah: “ahli waris laki-laki yang dalam 

hubungan nasabnya dengan orang yang meninggal dunia tidak 

diselingi oleh perempuan”.41 Adapun ahli waris yang termasuk 

‘ashabah bi nafsih ini ada dua belas orang. Tertib dan susunannya 

adalah sebagai berikut: 

a) Anak laki-laki 

b) Cucu laki-laki (anak laki-laki dari anak laki-laki) 

c) Bapak 

d) Bapak dari bapak (kakek) 

e) Saudara laki-laki kandung 

f) Saudara laki-laki sebapak 

g) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung 

h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

i) Paman kandung 

j) Paman sebapak 
                                                            

40 Ibid., 
41 Hasanaini Muhammad Mahluf, al-Mawaris Fi al-Syari’ati al-Islamiyyah, (Kairo: 

Lajnah al-Bayyan al-Araby, 1958), h. 99. 
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k) Anak paman kandung 

l) Anak paman sebapak42 

Sebagai contoh, seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta 

seharga Rp. 72.000,- Sebagai ahli warisnya: ibu, istri, dan anak 

laki-laki. Maka ibu dan istri disebut ahli waris ashab al-furudh, 

yang masing-masing mendapat bagian seperenam dan 

seperdelapan dari Rp. 72.000,- Sedangkan sisa harta setelah 

dikeluarkan bagian ibu dan istri, semuanya diserahkan kepada 

anak laki-laki. (ashabah bi nafsih) 

- ‘Ashabah bi ghairih 

Yang dimaksud dengan ‘ashabah bi ghairih ialah: setiap 

ahli waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang 

membutuhkan ahli waris lain untuk menjadi ‘ashabah bersama-

sama dengannya dalam suatu pembagian harta peninggalan.”43 Ini 

berarti, kedudukan mereka sebagai ahli waris tidak langsung 

menjadi ‘ashabah, akan tetapi mereka menjadi ‘ashabah itu 

dengan sebab adanya ahli waris yang juga berkedudukan 

‘ashabah. Yang  termasuk ‘ashabah bi ghairih ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Anak perempuan 

Apabila anak perempuan berhimpun menjadi ahli waris dengan 

anak laki-laki, maka anak perempuan menjadi ‘ashabah 
                                                            

42 Lihat Muhammad Jawab Mughniyah, al-Fiqh ala Madzhahib al-Khamsah, Cet Ke-26, 
(Jakarta: Penerbit Lentera, 2010), h. 225. 

43 Hasanaini Muhammad Mahluf, Op.cit, h. 102. 
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bersama anak laki-laki tersebut, dan bagian seorang anak laki-

laki dua kali bagian anak perempuan. 

b) Cucu perempuan 

Apabila cucu perempuan berhimpun menjadi ahli waris dengan 

cucu laki-laki, maka cucu perempuan menjadi ‘ashabah 

dengan cucu laki-laki tersebut, dan bagian seorang cucu laki-

laki dua kali bagian cucu perempuan. 

c) Saudara perempuan seibu sebapak 

Bila saudara perempuan seibu sebapak berhimpum menjadi 

ahli waris dengan saudara laki-laki seibu sebapak, maka 

saudara perempuan menjadi ‘ashabah dengan saudara laki-laki 

tersebut. Saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara 

yang perempuan. 

d) Saudara perempuan sebapak 

Saudara perempuan sebapak bila berhimpun menjadi ahli waris 

dengan saudara laki-laki sebapak, maka saudara perempuan 

sebapak menjadi ‘ashabah bersama dengan saudara laki-laki 

sebapak tersebut tersebut dan bagian seorang saudara laki-laki 

dua kali bagian saudara perempuan.44 

- ‘Ashabah ma’a ghairih 

Yang dimaksud ‘ashabah ma’a ghairih ialah: “setiap ahli 

waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu yang 

                                                            
44 Lihat Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 399. 
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membutuhkan ahli waris perempuan lain untuk menjadi ‘ashabah, 

tetapi ahli waris yang dibutuhkan tidak bersama dengannya 

menjadi ‘ashabah.45 Ahli warisnya yang termasuk ‘ashabah ma’a 

ghairih ini terbatas pada: 

a) Saudara perempuan seibu sebapak, bila bersama dengan anak 

perempuan atau cucu perempuan, atau bersama dengan 

keduanya (anak perempuan dan cucu perempuan) selama tidak 

terhijab / terhalang oleh ahli waris yang lain. 

b) Saudara perempuan sebapak, bila bersama dengan anak 

perempuan atau cucu perempuan, atau bersama dengan 

keduanya selama tidak terhijab / terhalang oleh ahli waris yang 

lain.46 

Dasar hukum ‘ashabah ma’a ghairih ini adalah Hadits Nabi 

SAW yang berbunyi: 

عن ابن مسعود رضي االله عنه في بنت و بنت ابن و اخت, قضى النبي ص.م  
فلابنة النصف و لابنة الابن السدس تكملة الثلثين و ما بقي فللاخت. (رواه 

  البخارى)
Artinya: “Ibnu Mas’ud r.a menerangkan tentang waris-waris anak 
perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan saudara 
perempuan. Nabi SAW menetapkan untuk anak perempuan 
seperdua (1/2), untuk anak perempuan dari anak laki-laki (cucu) 
seperenam (1/6) untuk mencukupkan dua pertiga (2/3). Dan sisa 
harta adalah untuk saudara perempuan.”47 (HR. Bukhari) 

(2) ‘Ashabah Sababiyah 

                                                            
45 Ibid., 
46 Ibid., h. 398. 
47 Lihat al-Bukhari, Shahih Bukhari, h. 6. 
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‘Ashabah sababiyah ialah seseorang yang menjadi ahli 

waris’ashabah karena memerdekakan orang yang meninggal dunia 

yang semulanya adalah hamba. 

Seorang mu’tiq48 berhak mewarisi harta peninggalan bekas hamba 

yang dimerdekakannya, apabila bekas hamba itu meninggal dunia dan 

tidak meninggalkan ahli waris baik ‘ashabah al-furudh, ‘ashabah atau 

dzawil arham. Mu’tiq ini mewarisi harta peninggalan bekas hamba 

tersebut dengan cara ‘ashabah, yaitu ia mengambil semua harta 

peninggalannya. 

Dasar hukum bagi ahli waris ‘ashabah sababiyah ini antara lain 

dinyatakan dalam hadits: 

  انما الولاء لمن اعتق. (متفق عليه)
Artinya: “Hak wala’ itu bagi orang yang telah membebaskannya.”49 

(HR. Bukhari dan Muslim) 

Dari Abdullah bin Syadad dia berkata: putri Hamzah memiliki 

seorang hamba sahaya yang sudah dibebaskannya. Hamba tersebut 

meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak perempuan dan orang 

yang membebaskannya (putri Hamzah). Maka Rasulullah SAW 

memberikan harta peninggalan hamba itu kepada anak perempuan 

seperdua dan seperdua lagi diberikannya kepada orang yang 

membebaskan hamba itu (putri Hamzah).50   

                                                            
48 Mu’tiq ialah tuan yang telah membebaskan hamba, disebut juga dengan maula al-itqi 

atau maula al-ataqah. 
49 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid VIII, h. 9. 
50 Lihat Ibnu Qudamah, Op.cit, h. 241-242. 
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(3) Dzawil Arham 

Dzawil arham ialah: orang yang mempunyai hubungan kerabat 

dengan orang yang meninggal, tetapi mereka tidak termasuk golongan 

‘ashab al-furudh dan tidak pula golongan ‘ashabah.51 

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan apakah dzawil 

arham ini mendapat warisan atau tidak. Malik dan asy-Syafi’i tidak 

memberikan harta warisan kepada dzawil arham.52 Dengan pengertian, 

apabila orang yang meninggal tidak ada meninggalkan ahli waris ashab 

al-furudh atau ‘ashabah, maka harta warisan yag ditinggalkannya 

diserahkan kepada Baitul Mal. Akan tetapi Abu Hanifah dan Ahmad 

memberikan harta warisan kepada dzawil arham.53 

Mereka beralasan bahwa firman Allah dalam surat al-Anfal [8] 

ayat 75: 

  
   

  
   
  
  
     

    
        

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian 
berhijrah serta berjihad bersamamu Maka orang-orang itu Termasuk 
golonganmu (juga). orang-orang yang mempunyai hubungan Kerabat 
itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan 
kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
segala sesuatu. 
 

                                                            
51 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 407. 
52 Ibid., h. 407. 
53 Ibid., 
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Sebagian kerabat itu lebih utama mempusakai harta peninggalan 

sebagian kerabat yang lain menurut ketentuan dan ketetapan Allah 

(bukan berarti bahwa sebagian kerabat itu lebih utama dari sebagina 

kerabat yang lain).54 

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa seorang muslim telah 

membuat perjanjian dengan yang lainnya untuk saling waris mewarisi 

hartanya. Maka turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa harta waris 

itu diutamakan diberikan kepada kaum keluarga yang sudah ada 

ketentuannya.55 

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah SAW 

menjadikan Zubair bin Awwam dengan Ka’ab bin Malik sebagai 

saudara Zubair berkata: “Ketika aku melihat Ka’ab terkena luka parah 

di peperangan Uhud, aku berkata bahwa apabila ia gugur (meninggal 

dunia) akulah menjadi pewarisnya.” Maka turunlah ayat ini (QS. 8:75) 

yang menegaskan bahwa harta waris itu diutamakan bagi keluarga, dan 

tidak pada orang yang diangkat menjadi saudara.56 

Dengan kata lain, hak pusaka para kerabat itu adalah mutlak dan 

bersifat umum tidak terbatas pada golongan ashab al-furudh dan 

‘ashabah saja, tetapi juga golongan dzawil arham. 

                                                            
54 Lihat Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahally, Jalaluddin bin Abi Bakr as-

Suyuthy, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, (Semarang: Toha Putra, tt), h. 156. 
55 Lihat Qamaruddin Shaleh dkk, Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya 

Ayat-ayat al-Qur’an, (Bandung: Diponegoro, 1987), h. 237. 
56 Ibid., 
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Menurut hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bahwa Umar 

pernah menulis surat kepada Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah 

SAW bersabda: 

 عليه عن ابي امامة بن سهل قال: كتب معي عمر الى ابي عبيدة ان رسول االله صلى االله
و سلم قال: االله و رسوله مولى من لا مولى و الخال وارث من لا وارث له. (رواه احمد 

 و الاربعة سوى ابي داود, و حسنه الترمذى و صححه ابن حبان)
Artinya: “Dari Abu Umamah bin Sahal berkata: Umar menulis surat 
kepada Abu Ubaidah menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
Allah dan Rasul-Nya wali bagi orang yang tidak ada wali. Saudara ibu 
adalah pewaris bagi orang yang tidak ada warisnya.” (HR. Ahmad dan 
al-Arba’ah kecuali Abu Daud, at-Turmudzi memandang hadis ini hasan, 
sedangkan Ibnu Hibban memandang shahih)57 
 

Hadits ini memberikan pengertian bahwa dzawil arham berhak 

mewarisi harta orang yang meninggal dunia bila tidak ada ahli waris 

ashab al-furudh dan ‘ashabah. 

Ahli waris dzawil arham dapat diklasifikasikan pada empat 

golongan sebagiannya didahulukan atas yang lain dalam menerima 

harta warisan menurut tertib berikut: 

Pertama, anak laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke 

bawah, anak dari anak perempuan dari anak laki-laki dan keturunan 

seterusnya. Kedua, kakek ghairu shahih dan seterusnya ke atas, dan 

nenek ghairu shahih seterusnya ke atas. Ketiga, anak keturunan saudara, 

yaitu: anak dari saudara perempuan baik sekandung, sebapak atau seibu 

dan keturunan seterusnya; anak perempuan saudara laki-laki baik 

sekandung, sebapak, atau seibu dan keturunan seterusnya; anak 

                                                            
57 Lihat Sunan at-Tirmidzi, Jilid IV, h. 33. 
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perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, sebapak, 

atau seibu dan keturunan seterusnya. Keempat, terdiri dari enam 

kelompok sebagiannya didahulukan dari yang lain menurut tertib 

berikut: 

1) ‘Am (saudara laki-laki bapak) seibu, ‘Ammah (saudara perempuan 

bapak) sekandung, sebapak atau seibu, Khal (saudara laki-laki dari 

ibu) sekandung, sebapak atau seibu, dan Khalah (saudara perempuan 

dari ibu) sekandung, sebapak atau seibu. 

2) Anak keturunan golongan pertama, betapapun jauhnya ke bawah, 

anak perempuan dari ‘am si mayit yang seayah seibu, atau seayah, 

anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan keturunan seterusnya 

ke bawah, anak laki-laki dari perempuan-perempuan tersebut di atas, 

dan keturunan seterusnya. 

3) ‘Am, ‘ammah, khal, khalah dari bapak yang meninggal baik 

sekandung, sebapak atau seibu. 

4) Anak keturunan golongan ketiga betapapun jauhnya ke bawah. 

5) ‘Am ayah dari ayah yang seibu, ‘am ayah dari ibu dan ‘ammah dari 

keduanya, khal, khalah keduanya yang seayah seibu, atau seayah 

atau seibu saja. ‘Am ibu dari ibu dan ‘am bapak dari ibu orang yang 

meninggal dunia. ‘Ammah, khal dan khalah dari dua orang tersebut 

baik sekandung, sebapak atau seibu. 

6) Anak laki-laki dari laki-laki golongan kelima sampai betapapun 

jauhnya. Anak perempuan dari ‘am ayah dari ayah yang seayah seibu 
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atau seayah saja, dan anak perempuan dari anak laki-laki mereka dan 

keturunan seterusnya, dan anak laki-laki dari orang yang disebutkan 

di atas dan seterusnya ke bawah.58 

4. Pola Pembagian Harta Warisan  

a) Harta Bawaan 

Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami dan 

istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh 

sebagai warisan dan hadiah.59 Harta bawaan ini diatur dalam Kompilasi 

Hukum Islam pasal 87 ayat 1 dan 2 yang berbunyi: Harta bawaan masing-

masing suami dan istri serta dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-

masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian 

perkawinan. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan 

perbuatan atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sadaqah atau 

lainnya.60 

Berdasarkan ketentuan di atas, suami dan istri berhak memiliki, 

mempergunakan dan melakukan perbuatan hukum terhadap harta 

bawaannya masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain 

dalam perjanjian perkawinan. Pasal 87 KHI ini juga mengatur harta yang 

dimiliki secara pribadi oleh masing-masing suami istri setelah terjadinya 

                                                            
58 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, h. 407-408; Said Bakri, I’anah ath-Thalibin, Juz III, 

(Mesir: Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tt), h. 227. 
59 Happy Susanto, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, (Jakarta: 

Visimedia, 2008), h. 14. 
60 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 
1991), h. 52. 
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ikatan perkawinan seperti hibah, hadiah dan sadaqah. Suami dan istri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta 

tersebut. 

Dalam masyarakat melayu Riau, harta bawaan bukanlah suatu 

persyaratan mutlak dalam pembentukan harta dalam suatu perkawinan. 

Selain harta bawaan, juga terdapat harta yang dimiliki secara pribadi oleh 

masing-masing suami istri setelah terjadinya ikatan perkawinan, tidak 

dipersoalkan status hukumnya sepanjang perkawinan itu berlangsung 

normal. Akan tetapi bila perkawinan berakhir dengan perceraian, harta 

tersebut dikuasai oleh pemiliknya. Dan bila terjadi kematian, harta itu akan 

dipusakai oleh keluarga asal yang berhubungan nasab terdekat dengan 

yang meninggal.  

b) Harta Bersama 

Harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami 

istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan61, atau dengan kata lain 

harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah 

(perkongsian) antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang 

satu dengan yang lain dan tidak dapat dibedakan lagi. 

Syirkah (perkongsian) antara suami dan istri berbeda dengan 

perkongsian di masyarakat pada umumnya, karena perkongsian antara 

suami istri bersifat kekal, terkait dengan tujuan perkawinan itu sendiri. 

Perkongsian ini tidak hanya berkenaan dengan masalah kebendaan saja, 

                                                            
61 Lihat UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35. 
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tapi juga berkenaan dengan jiwa dan keturunan.62 Apa yang mereka 

peroleh tidak lain untuk keperluan rumah tangga, termasuk keperluan 

untuk masa depan anak-anak mereka. Jika ternyata harta mereka ada yang 

dipisahkan, tentu harta itu kembali kepada kepentingan anak-anak mereka. 

Dengan demikian, harta bersama itu sangat kecil berujung pada terjadinya 

penipuan, karena suami istri memikirkan bagaimana sama-sama 

membangun rumah tangga dan masa depan kehidupan mereka berdua 

bersama dengan anak-anak mereka kelak.63 

Syirkah (perkongsian) tersebut dapat dibagi kepada dua macam, 

yaitu: syirkah amlak dan syirkah ‘uqud.64 

1) Syirkah amlak, yaitu suatu bentuk perkongsian dua orang atau lebih 

dalam memiliki suatu benda, baik melalui warisan, pemberian, 

pembelian dan sebagainya. 

2) Syirkah ‘uqud, yaitu suatu bentuk perkongsian antara dua orang atau 

lebih dalam melakukan suatu usaha dengan syarat bahwa masing-

masing akan mendapatkan keuntungan. Syirkah ‘uqud ini terbagi pula 

kepada empat macam: 

- Syirkah ‘inan, yaitu perkongsian antara dua orang, masing-

masingnya mempunyai modal dan sama-sama menjalankan 

usahanya. Keuntungan dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka 

buat. 

                                                            
62 Happy Susanto, Op.cit, h. 70. 
63 Ibid.,  
64 Lihat Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 230. 
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- Syirkah mufawadhah, yaitu suatu bentuk perkongsian antara dua 

orang atau lebih dalam melakukan suatu pekerjaan dengan 

ketentuan: 

a. Mempunyai modal yang sama. 

b. Mempunyai wewenang yang sama. 

c. Mempunyai agama yang sama. 

d. Masing-masing menjadi penjamin bagi yang lain. 

- Syirkah wujuh, yaitu suatu bentuk perkongsian antara dua orang atau 

lebih yang hanya bermodalkan kepercayaan saja. Keuntungan dibagi 

berdasarkan perjanjian yang mereka buat sebelumnya. 

- Syirkah abdan, yaitu suatu bentuk perkongsian antara dua orang 

dalam menerima suatu pekerjaan, dengan ketentuan upah yang 

mereka terima dibagi berdasarkan perjanjian yang mereka buat 

sebelumnya. 

Dari macam-macam syirkah di atas, dapat dikatakan bahwa 

harta bersama termasuk dalam konsep syirkah abdan. Harta bersama 

ini termasuk dalam syirkah abdan karena kenyataan yang terjadi 

dalam masyarakat khususnya masyarakat Riau bahwa sebagian besar 

pasangan suami istri sama-sama bekerja mencari nafkah untuk 

mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga mereka. Selain itu 

mereka juga bekerja untuk tabungan hari tua mereka dan sebagai 

peninggalan yang berharga bagi anak-anak mereka kelak. Harta 

bersama dikaitkan dengan syirkah karena sama-sama mengandung 
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pengertian sebagai bentuk perkongsian atau kerja sama antara suami 

dan istri. Hanya saja dalam konsep syirkah umumnya bentuk 

perkongsiannya lebih bersifat bisnis atau kerja sama usaha, 

sedangkan perkawinan sifatnya kerja sama membangun rumah 

tangga sakinah walaupun juga meliputi hal-hal yang berkenaan 

dengan harta dalam perkawinan. 

Disamping adanya ketentuan yang membolehkan perkongsian atau 

syirkah, maka perkongsian dalam perkawinan ini adalah merupakan 

konsep-konsep kehidupan yang sudah diterima oleh masyarakat. Dalam 

hukum adat, harta bersama merupakan bagian dari harta perkawinan. 

Harta perkawinan adalah harta benda yang dapat digunakan oleh 

suami-istri untuk membiayai biaya hidup mereka sehari-sehari beserta 

anak-anaknya. Suami dan istri sebagai suatu kesatuan bersama anak-

anaknya dalam masyarakat adat disebut somah atau serumah.65 Dengan 

demikian, harta bersama pada umumnya diperuntukkan bagi keperluan 

hidup mereka serumah. 

Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah harta bersama antara lain 

dalam Pasal 96 dan Pasal 97. 

Pasal 96 terdiri dari dua ayat: 

(1) Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak 

pasangan yang hidup lebih lama; 

                                                            
65 Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan), (Bandung: 

Alpabeta, 2009), h. 274. 
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(2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau 

suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian 

matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan 

Pengadilan Agama. 

Pasal 97: 

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta 

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.66 

Dari pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami 

bahwa hukum Islam Indonesia pada dasarnya menerima ketentuan-

ketentuan adat tentang harta bersama dalam perkawinan, bahkan menerima 

gagasan tentang kesetaraan suami dan istri dalam masalah harta bersama 

tersebut. 

5. Pembagian Harta Warisan 

Tirkah (harta peninggalan) adalah harta yang ditinggalkan oleh si mayit 

secara mutlak. Ini pendapat Ibnu Hazm, menurut beliau: Allah telah 

mewajibkan warisan pada harta yang ditinggalkan seseorang setelah 

meninggal, dan tidak diwajibkan pada selain harta. Adapun hak-hak, tidak 

diwariskan kecuali yang berkaitan dengan harta.67  

                                                            
66 Departemen Agama, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 
1991), h. 55 

67 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 384. 
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Menurut mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali: Tirkah itu mencakup 

semua harta dan hak-hak yang ditinggalkan oleh si mayit, baik hak yang 

berhubungan dengan harta maupun yang tidak berhubungan dengan harta.68  

Hak-hak yang berkaitan dengan tirkah tersebut ada empat macam, 

yaitu: biaya perawatan si mayit, pembayaran hutang-hutangnya, pelaksanaan 

wasiat-wasiatnya dan pembagian sisa hartanya diantara para ahli waris.69 

a. Perawatan Mayit 

Perawatan mayit yang dikehendaki di sini adalah semua yang 

dibutuhkan mayit sejak ia meninggal sampai dikuburkan, terdiri dari biaya 

memandikan, mengafani, memikul, menguburkannya dan biaya menggali 

kuburannya.70 

Golongan Hanabilah berpendapat, biaya-biaya perawatan mayat 

didahulukan dari membayar hutang. Golongan Hanafiyah dan Asy-

Syafi’iyah mendahulukan pembayaran hutang dari perawatan mayit. 

Jumhur ulama selain Imam Ahmad mendahulukan hak-hak yang berkaitan 

dengan benda peninggalan dari perawatan mayit.71 

b. Pembayaran Hutang Mayit 

Hak yang kedua, adalah melunasi hutang-hutang mayit. Hutang-

hutang tersebut dibayar dengan hartanya yang tersisa setelah perawatan 

mayit. 

                                                            
68 Ibid., 
69 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, h. 7727. 
70 Ibid., h. 7728.  
71 Ibid., h. 7729. 
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Ibnu Hazm dan asy-Syafi’i mendahulukan pembayaran hutang 

kepada Allah seperti zakat dan kifarat dari pembayaran hutang kepada 

manusia. Golongan Hanafiyah menggugurkan hutang kepada Allah dengan 

sebab kematian. Ahli waris tidak wajib membayarnya kecuali bila mereka 

membayarnya secara sukarela atau diwasiatkan oleh si mayit untuk 

membayarnya. Sedangkan golongan Hanabilah mempersamakan hutang 

kepada Allah dengan hutang kepada manusia.72 

c. Pelaksanaan Wasiat Mayit 

Hak yang ketiga, ialah hak menunaikan wasiat yang diwasiatkan 

oleh orang yang meninggal di waktu dia masih hidup. Wasiat ini 

dilaksanakan setelah harta tarikah dikurangi biaya untuk kepentingan 

tahjiz, membayar hutang, baik hutang kepada manusia maupun hutang 

kepada Allah SWT. Wasiat-wasiat tersebut diambil dari sepertiga harta 

yang tersisa setelah pelaksanaan hak-hak di atas (tahjiz dan pembayaran 

hutang). 

Sebab didahulukan penyebutan wasiat dari hutang dalam al-Qur’an 

adalah: 

1) Wasiat lebih minim dari hutang. Al-Qur’an mengakhirkan penyebutan 

hutang karena jarang terjadi. 

2) Wasiat adalah bahagian orang miskin yang lemah, karena itu al-Qur’an 

mendahulukan penyebutannya. 

                                                            
72 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 385. 
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3) Wasiat adalah bahagian orang miskin yang lemah, karena itu al-Qur’an 

mendahulukan penyebutannya. Hutang adalah sesuatu yang mesti 

dibayar, baik al-Qur’an menyebutkannya atau tidak. 

4) Mendahulukan hutang dari wasiat, karena hutang adalah kewajiban 

orang yang berhutang dan ia dituntut untuk membayarnya waktu ia 

masih hidup, sedangkan wasiat adalah ibadah sunnah.73 

Wasiat ini biasanya dilakukan pada saat pewaris sakit yang tidak 

bisa diharapkan kesembuhannya, atau ketika akan bepergian jauh. Cara ini 

baru berlaku setelah pewaris tidak pulang atau benar-benar meninggal. 

Wasiat berbeda dengan cara pemilikan harta yang lain seperti jual beli, 

hibah dan ijarah. Justru itu, wasiat dianggap selesai apabila adanya ijab 

(penawaran) daripada pewasiat, sedangkan qabul (penerimaan) tidak 

diperlukan semasa pewasiat masih hidup dan ia hanya diperlukan selepas 

pewasiat meninggal dunia. 

Wasiat ini cukup dikenal oleh masyarakat Melayu di Riau dan selalu 

dikaitkan dengan proses pembagian harta warisan. Motif dan hikmah 

melakukan wasiat itu bagi orang yang banyak mempunyai harta kekayaan 

ialah sebagai tambahan amal yang masih dapat dilakukan seseorang ketika 

ajalnya sudah hampir tiba. Wasiat itu barulah berlaku apabila orang yang 

bersangkutan sudah meninggal. 

Rasulullah sendiri tidak melakukan wasiat tatkala beliau akan 

meninggal dunia, sebab memang beliau tidak meninggalkan harta yang 

                                                            
73 Lihat Wahbah az-Zuhaili, Op.cit, h. 7729-7730.  
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banyak. Akan tetapi, para Khalifah dan sahabat-sahabat banyak yang 

melakukan wasiat itu. Diantaranya Khalifah Abu Bakar Siddiq yang 

mewasiatkan 1/5 dari harta bendanya, Umar bin Khattab mewasiatkan ¼ 

dari kekayaannya.74 

d. Hak-hak Ahli Waris 

Setelah hak-hak tersebut ditunaikan barulah sisa harta tersebut (bila 

masih ada) dibagikan kepada ahli waris sesuai bagian mereka masing-

masing. Dalam al-Qur’an telah dijelaskan pokok-pokok kewarisan dan 

hak-hak ahli waris menurut bahagian tertentu. Ungkapan dan gaya bahasa 

yang digunakan Allah SWT dalam al-Qur’an untuk menjelaskan 

hukumnya dalam bentuk berita, ketentuan Allah SWT tersebut bersifat 

normatif, adalah keharusan ahli waris atau orang lain yang ikut 

menyelesaikan pembagian warisan untuk mengikuti norma yang telah 

ditetapkan Allah SWT tersebut. 

Sebelum membagi harta warisan untuk ahli waris, masih ada suatu 

tindakan sukarela dari pihak yang memiliki harta tersebut (ahli waris), 

yaitu memberi ala kadarnya kepada kerabat yang tidak berhak atas harta 

itu secara kewarisan. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam surat an-Nisa’ 

ayat 8 yang berbunyi: 

   
  

 
 

  
                                                            

74 Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Anshori al-Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, Juz 
I, (Al-Qahirah: Dar asy-Sya’bi, tt), h. 637. 
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Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim 

dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan 

ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.” 

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa bila waktu pembagian waris itu hadir 

kerabat yang tidak termasuk ahli waris, anak yatim dan orang miskin, 

maka berilah mereka sebahagian dari harta tersebut. Hal ini merupakan 

kewajiban pada permulaan Islam. Pendapat lain mengatakan hal tersebut 

disunnahkan.75 Ulama berbeda pendapat apakah ayat tersebut mansukh 

atau tidak. Dalam hal ini terdapat dua pendapat: al-Bukhari 

meriwayatkannya dari Ibnu Abbas bahwa ayat ini adalah muhkamat dalam 

arti, hukum yang dikandung ayat ini masih tetap berlaku. Isma’il bin 

Muslim al-Makki dari Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, mengatakan 

ayat ini di-nasakh-kan oleh ayat sesudahnya. Malik mengatakan dari az-

Zuhri, dari Sa’id bin al-Musayyib bahwa ayat ini di-nasakh-kan oleh ayat 

waris dan wasiat. Itulah yang diriwayatkan dari Ikrimah, Abi asy-Sya’tsa, 

al-Qasim bin Muhammad, Abu Shalih, Abu Malik, Zaid bin Aslam, adh-

Dhahhak, ‘Atha’ al-Kurasani, Muqatil bin Hayyan, dan Rabi’ah bin Abi 

Abdirrahman, mereka mengatakan ayat tersebut mansukh. Ini menjadi 

pendapat Jumhur fuqaha dan imam yang empat.76 

                                                            
75 Ibnu Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhimi, Jilid I, (Beirut: Dar 

al-Fikr, tt), h. 561. 
76 Ibid., h. 562. 
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Bila diperhatikan maksud ayat di atas (an-Nisa’ ayat 8) jelas terlihat 

kebijaksanaan yang diberikan Allah SWT dalam sistem kewarisan Islam. 

Dengan sistem ini, semua sistem kewarisan di luar Islam dapat 

menyesuaikan diri dengan kewarisan Islam. Dalam suatu sistem 

kekerabatan dari orang Islam yang terikat pada adat tertentu, terdapat 

pihak yang oleh hukum adatnya dinyatakan sebagai ahli waris, tetapi 

dalam hukum kewarisan Islam tidak tercatat sebagai ahli waris. Dengan 

adanya kebijaksanaan dalam ayat ini (an-Nisa’ ayat 8), orang dapat 

melaksanakan adatnya secara baik dengan tetap tidak melanggar 

agamanya. 

Setelah diadakan tindakan sukarela kepada kerabat yang tidak 

berhak atas harta itu secara kewarisan, barulah pembagian harta warisan 

dilaksanakan. Pembagian harta warisan ini dimulai dari pada ahli waris 

ashabul furudh. Jika harta waris masih tersisa, sisanya dibagikan kepada 

ahli waris ashabah. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW: 

عن ابن عباس رضى االله عنه عن النبي صلى االله عليه و سلم قال: الحقوا الفرائض باهلها 
 فما بقي فهو لاولى رجل ذكر

Artinya: “Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW: Berikanlah bagian-bagian 

yang ditentukan itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk 

ahli waris laki-laki yang terdekat.” (HR. Muttafaq ‘Alaih) 

Ibnu Baththal mengatakan bahwa yang dimaksud laki-laki terdekat 

adalah bila ada ashabah setelah ashabul furudh, maka sisa warisan itu 

hanya diberikan kepada yang paling dekat urutan nasabnya dengan orang 
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yang meninggal, dan jika terdapat dua orang atau lebih sama derajat atau 

kedudukan nasabnya, maka harta tersebut dibagi rata. 

Bila dalam pembagian sisa harta warisan tidak terdapat ahli waris 

golongan ashabah, maka sisanya di-radd-kan kepada ahli waris ashabul 

furudh sesuai dengan ketentuan bagian fardh mereka. Dalam hal ini 

terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh sebagai berikut. 

Diantara mereka berpendapat, tidak ada radd bagi ashabul furudh, sisa 

harta tersebut diserahkan ke baitul mal bila tidak ada ahli waris ashabah; 

Pendapat lain, radd itu diberikan kepada semua ashabul furudh kecuali 

suami, istri, ayah dan kakek. Maka radd tersebut hanya diberikan kepada 

delapan asnaf, yaitu: anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, 

saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, ibu, nenek, 

saudara laki-laki seibu, dan saudara perempuan seibu. Ini adalah pendapat 

Umar, Ali, Jumhur Sahabat dan Tabi’in.77 Adapun sebab tidak di-radd-kan 

sisa harta peninggalan kepada salah seorang suami istri, karena pertalian 

suami istri kepada orang yang meninggal adalah semata-mata perkawinan 

dan tidak mempunyai hubungan darah (hubungan kekerabatan); Demikian 

pula radd tidak diberikan kepada ayah dan kakek, karena ayah dan kakek 

termasuk ashabah yang mengambil sisa harta dengan jalan ta’shib bukan 

dengan radd.78 Jika tidak ada seorangpun dari ahli waris ashabul furudh 

dan ashabah, harta warisan dialihkan kepada ahli waris dari golongan 

                                                            
77 Sayyid Sabiq, Op.cit, h. 405. 
78 Ibid., h. 406. 



69 
 

dzawi al-arham. Bila sama sekali tidak ada ahli waris dari ketiga golongan 

tersebut, harta warisan diberikan ke baitul mal. 

6. Radd dalam kewarisan Islam 

Radd berasal dari kata “radda” ( َّرَد) “yaruddu” ( ُّيرَُد) “raddan” (ا  yang ,(رَدٍّ

artinya kembali.79 Secara etimologi radd artinya “al-‘awd” ( ُالَْعَوْد) "ar-ruju" 

جُوْعُ ) رْفُ ) ”artinya kembali, dan “ash-sharf (الَرُّ  artinya menghindarkan.80 (الَصَّ

Dan radd berarti juga dengan “arrapashu” ( َُفص  (الَِاعَادَةُ ) ”dan “al-I’adah ,(الَرَّ

artinya mengembalikan.81 Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’an surah al-

Ahzab ayat 25: 

   
   
    

  
    

      
Artinya: “dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang Keadaan 

mereka penuh kejengkelan, (lagi) mereka tidak memperoleh Keuntungan 

apapun. dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. dan 

adalah Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.” (QS. Al-Ahzab [33]: 25) 

                                                            
79 Ahmad Warson Munawwir, al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia, Cet ke-14 

(Surabaya: Pusat Progresif, 1997), h. 486. Lihat juga Abul Yazid Muhammad Abul Azmi, 
Maqosidu al-Miras Fi Douni Nususi al-Syariati Wa Qonuni al-Mawaris, (Mesir: Hukmu Attabi”i 
Mahfuzatul Lilmuallif, 1999), h. 84.  

80 Komite Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Ahkam Al-Mawaris Fil 
Fiqh Al-Islami, (Mesir: Arrisalah Al-Dauliyyah, 2000) Terjemah H. Addys Aldizar dan 
Fathurrahman (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 321.    

81 Ahmad Kamil al-Hudhuri, al-Mawaris al-Islamiyyah, (Ttp, Lajnat Atta’rif al-
Islamiyyah, 1966), h. 54. 
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Menurut Hasanain Muhammad Mahluf., radd secara terminologi 

adalah: “adanya kelebihan pada kadar bagian ahli waris dan adanya 

kekurangan pada jumlah sahamnya.”82 

Dan menurut Ahmal Kamil al-Khuduri., radd adalah: “memberikan 

harta yang tersisa kepada ashabul furudl, sesudah diberikan bagian masing-

masing ashabul furudl dan tidak bersama dengan ahli waris ashabah, dibagi 

sesuai dengan nisbat bagian mereka.”83 

Menurut  Sayid  Sabiq,  bahwa  radd  adalah:  “pengembalian  apa  yang 

tersisa dari  bagian  dzawil  furudl  nasabiyyah  kepada  mereka  sesuai  dengan 

besar  kecilnya bagian  mereka  bila  tidak  ada  orang  lain  yang  berhak  untuk 

menerimanya.”84 

Menurut  Hasan  Ahmad  Khotib.,  Radd  adalah:  Adanya  kekurangan 

jumlah saham dari pada asal masalah, dan adanya kelebihan kadar bagian para 

ahli waris.85 Menurut Fathurrahman., radd adalah: “penambahan pada bagian-

bagian ahli waris dan pengurangan saham-sahamnya.”86 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa radd adalah suatu masalah 

kasus pewarisan yang jumlah sahamnya lebih kecil daripada asal masalahnya. 

Dan dengan  sendirinya,  terjadi  penambahan  kadar  para  ahli  waris.  Karena 

pada  masalah radd  ini,  ada  penambahan  kadar  kepada  para  ahli  waris. 

Masalah  radd  ada  karena tidak  ada  ashabah  dalam  pembagian waris, maka 

sesudah dibagikan bagian masing-masing ahli waris masih ada sisa, yaitu sisa 

                                                            
82 Hasanain Muhammad Makhluf, Op.cit, h. 138.  
83 Ahmad Kamil al-Hudhuri, Op.cit, h. 55. 
84 Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid III, (Ttp: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyyah, t,th), h. 306. 
85 Hasan Ahmad Khotib, al-Fiqhul al-Muqaron, (Kairo: Dar at-Taklif, 1957), h. 336. 
86 Fathurrahman, Ilmu Waris, Cet. Ke-4, (Bandung: al-Ma’arif, 1975), h. 423. 
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kecil  Hazairin  menamakannya  dengan Dzawu-Iqarabat.87 Dan  Hasanain 

Muhammad Makhluf menamakannya dengan al-Naqishah.88 

Rukun-Rukun Radd, antara lain: 

1) Terwujudnya ashabul furudl. 

2) Terwujudnya kelebihan saham. 

3) Tidak ada ahli waris ashabah. 

Ketiga ini harus ada, sebab kalau salah satu dari rukun tersebut tidak 

ada tentu tidak akan terjadi masalah radd. Misalnya jika para ahli waris dari 

seseoarang  yang mati  semuanya  terdiri  dari  ashabah  maka  harta 

peninggalan  asal  masalahnya  adalah sesuai  jumlah  bilangan  ashabah 

tersebut. Atau beberapa orang ashabul furudl dan seorang ashabah, niscaya 

tidak akan ada sisa lebih atau kurang. Demikian juga apabila jumlah saham-

saham  dari  para  ahli waris  adalah  sebesar  jumlah  asal masalah, sehingga 

tidak ada kelebihan sedikitpun, tentu tidak akan terjadi masalah radd.89 

Adapun syarat-syarat Radd yang harus dipenuhi adalah sebagai 

berikut:90 

1) Adanya kelebihan harta dan kelebihan saham. 

2) Tidak ada ahli waris ashabah. 

Persoalan radd  terjadi dalam hal ada suami atau  istri, kedua, dalam hal 

suami atau Istri tidak ada.91 
                                                            

87 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur’an dan Hadits, Cet ke-3, (Jakarta: 
Tritamas, 1964), h. 45. 

88 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam, 
(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet ke-2, h. 119. 

89 Fathurrahman, Op.cit, h. 423. 
90 Abul Yazid Muhammad Abul Azmi, Maqoshid al-Miras Fi Dauni Nususi al-Syari’ati 

Wa Qonuni al-Mawarisi, h. 84.  
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7. Pendapat Para Sahabat dan Tabi’in Tentang Radd 

Tidak  ada  Nash  yang  khusus  yang  terdapat  dalam  kitab  Allah  SWT. 

Atau dalam Sunnah Rasulullah saw tentang radd. Karena itulah, para sahabat, 

tabi’in,  dan  para  imam  mazhab  fiqih,  berbeda  pendapat  tentangnya.  Para 

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini pada prinsipnya, ada dua pendapat 

yaitu radd itu tidak ada dan radd itu ada.92 

a. Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab 

Mereka  berpendapat  Pengembalian  sisa  harta  diserahkan  kepada 

ashabul furudl, tidak boleh diberikan kepada suami atau istri. Karena suami 

atau  istri bukanlah kerabat nasab.93 Tidak boleh diserahkan ke baitul mal, 

karena  nasab  lebih  utama  dibandingkan  hubungan  agama. Dzul  al-furudl 

mengumpulkan  dua  sebab, yaitu  hubungan  agama  dan  hubungan  nasab, 

sementara kaum muslimin  (baitul mal) hanya mempunyai  satu  sebab  saja 

yakni  hubungan  agama.  Maka  radd  diserahkan kepada  ashabul  furudh 

kecuali kepada suami atau istri. 

Dalil yang dikemukakan adalah Surah al-Anfaal ayat 75: 

   
  

  
   
  
   

      
       

                                                                                                                                                                   
91 Suhwardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Lengkap dan Praktis, 

(Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 165. 
92 Fathurrahman, Op.cit, h. 423. 
93 Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Ahkamul Mawaris Fi al-Syari’ati al-Islamiyyah 

‘Ala al-Madzahib Arba’ah, (Beirut: Maktabah al-Azriyyah, 1996), h. 172. 
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Artinya: dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah 
serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu 
(juga). orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya 
lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam 
kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 
 

Ayat ini  menjelaskan  bahwa suami  atau  istri  tidak  termasuk 

pengertian  umum  ayat  ini.  Suami  atau  istri  dapat mewarisi  karena  sebab 

perkawinan, dan  ini  terputus bila salah seorang dari mereka wafat. Karena 

itu, bagian warisan untuk suami atau istri hanya apa yang ada dalam nash, 

dan  tidak  ada  pengembalian  untuk  mereka  karena  hal  itu  tidak  ada 

dasarnya. Hubungan kekerabatan karena nasab akan tetap kekal, walaupun 

ahli warisnya telah wafat. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk mencegah 

ashabul furudl, yang memiliki ikatan kekerabatan dengan si mayyit, maka 

sisa harta sesudah pembagian waris, ashabul furudl lebih berhak 

mendapatkan warisan daripada orang lain.94 

b. Utsman bin Affan 

Apabila ada sisa harta sesudah dibagikan kepada ashabul furudl dan 

tidak ada ashabah karena nasab dan sebab. Pengembalian sisa harta 

diserahkan kepada seluruh ashabul furudl, dengan kadar bagian masing-

masing tanpa terkecuali (radd boleh diberikan kepada siapa saja tanpa ada 

pengecualian). Bahwa radd dapat diberikan kepada seluruh ahli waris dzul 

al-furudl sekalipun kepada suami istri menurut bagian mereka masing-

masing.95 

                                                            
94 Komite Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas al-Azhar, Op.cit, h. 322. 
95 Ibnu Qudamah, al-Mughni, Juz 7, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), h. 46. Lihat 

juga Hasan Yusuf Ghazali, al-Miras ala al-Madzahib al-Arba’ah Dirasatan Wa Tathbikhan, (T.tp: 
Daar al-Fikr, 2003), h. 113.  
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Dalil yang dikemukakan adalah bahwa suami atau istri menanggung 

kekurangan pada bagian mereka ketika ‘aul, maka mereka juga wajib 

menerima tambahan ketika ada sisa lebih (radd). Alasan lainnya bahwa 

dalam al-Qur’an telah ditetapkan bahwa suami atau istri adalah ahli waris 

dan tidak ada yang melarang dalam menambahi sisa waris. Oleh sebab itu 

tiap-tiap yang ditetapkan oleh nash menyalahi qiyas maka wajib 

mendahulukan apa yang ditetapkan oleh nash.96 

c. Pendapat Abdullah ibnu Mas’ud 

Radd tidak boleh diberikan kepada enam ashabul furudl yaitu suami, 

istri,  nenek,  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki,  saudara  perempuan 

sebapak,  dan  saudara-saudara  seibu.  Dalil  yang  dikemukakan  adalah 

mewarisi  sisa  setelah  ashabul  furudl,  dengan  jalan  pengembalian,  sama 

hukumnya dengan jalan ashabah. Oleh karena itu dahulukanlah yang lebih 

dekat kemudian yang agak dekat. Tidak tetap radd itu bagi suami dan istri 

karena  salah  satu  keduanya tidak  ada  sifat  qorabat.  Dan  tidak  tetap 

mendapatkan  radd  cucu  perempuan  dari  anak  laki-laki  bersama  anak 

perempuan sulbi, saudara perempuan sebapak bersama saudara perempuan 

sekandung,  serta  saudara  seibu bersama  ibu dan nenek, karena  salah  satu 

dari  yang  tiga  ini  ada  orang  yang  lebih  dekat  dengan  si mayyit  daripada 

mereka.97 

d. Pendapat Zaid bin Tsabit, Urwah ibnu Zubeir dan Sulaiman ibnu Yasar. 

                                                            
96 Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, Op.cit, h. 172. 
97 Ibid., h. 173. 
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Tidak ada radd dalam waris mewarisi dan harta yang tersisa setelah 

bagian ashabul furudl dibagikan, tidak bisa dikembalikan kepada mereka, 

tetapi harus diserahkan  ke  baitul  mal.  Dalil  yang  dikemukakan  adalah 

bahwa Allah SWT telah menjelaskan bagian ashabul furudl dalam masalah 

warisan.  Oleh  karena  itu,  tidak boleh  ditambahkan  dengan  sisa  harta, 

karena  perbuatan itu  melampaui  batas  yang ditentukan  Allah SWT.98 

Sebagaimana di dalam al-Qur’an Surah an-Nisa’ ayat 13-14 di pembahasan 

sebelumnya. Ayat  ini  turun  sesudah menerangkan bagian ashabul furudl, 

artinya  membatasi  bagian  yang  telah  ditentukan  oleh  Allah  SWT.  Maka 

seluruh sisa harta itu diserahkan kepada Baitul Maal.99 

e. Abdullah ibnu Abbas 

Sisa  harta  diberikan  kepada  ashabul  furudl selain  suami,  istri  dan 

juga selain nenek, jika ia bersama ashabul furudl yang memiliki hubungan 

kekerabatan  karena  nasab.  Jika  tidak  ada,  ia  boleh  medapatkan 

pengembalian. Dalil yang dikemukakan adalah Warisan nenek merupakan 

makanan untuknya. Oleh karena itu nenek tidak boleh mendapatkan bagian 

lebih dari apa yang telah ditetapkan, kecuali jika tidak ada ashabul furudl, 

yang memiliki hubungan karena nasab.100 

8. Pendapat Syafi’iyyah Tentang Radd 

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki Sisa harta yang  tersisa setelah 

bagian  ashabul  furudl  dibagikan  (radd),  tidak  bisa  dikembalikan  kepada 

                                                            
98 Komite Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas al-Azhar, Op.cit, h. 322. 
99 Ibid., h. 323. 
100 Ibid., h. 327. 
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ashabul furudl,  tetapi harus diserahkan ke baitul mal.101 Demikian  juga  tidak 

boleh diserahkan kepada dzawil arham, baik keadaan kas baitul mal  teratur 

dalam  melaksanakan tugasnya  maupun  tidak.  Sebab  hak  pusaka  terhadap 

kelebihan  tersebut  adalah ditangan  orang-orang  muslimin  pada  umumnya. 

Orang-orang muslimin pada keadaan bagaimanapun tidak boleh dianggap sepi. 

Biarpun  nashir  tersebut  tidak melaksanakan  amanat  orang-orang  muslimin, 

tetapi  hal  itu  tidak  dapat menggugurkan  hak  mereka.102  Oleh  karena  itu 

kelebihan harta setelah dibagi-bagikan kepada ahli waris dzul al-furudl  tidak 

dapat  dimiliki  oleh  seorang  ahli  waris  karena tidak  ada  jalan  untuk 

memilikinya dan harus diserahkan ke Baitul Maal. 

Dalil  yang  dikemukakan  bahwa Allah  SWT  menjelaskan  bagian  tiap-

tiap ahli waris, apabila kita memberikan radd itu kepada ashabul furudl berarti 

kita sudah memberikan yang bukan haknya. Dalam al-Qur’an surah an-Nisa’ 

ayat 13-14 di atas. 

Ayat  ini  menjelaskan  bahwa  tidak  boleh  melampaui  batas  yang  telah 

disyariatkan  oleh  Allah  SWT,  yang  melampaui  batas  akan  mendapatkan 

sanksi yang keras. Karena bahwasanya Allah SWT  telah menentukan bagian 

para  dzawil furudl  secara  qoth’iy  besar  kecilnya  secar  pasti,  tidak  perlu 

ditambah atau dikurangi. Menambahi fardl mereka berarti membuat ketentuan 

yang melampaui batas ketentuan syariat. Orang-orang yang melampaui batas 

ketentuan syariat, oleh Tuhan diultimatum akan diabadikan di Neraka. 

                                                            
101 Muhammad Jawad Mughniyah, Op.cit, h. 574. 
102 Muhammad Syarbini al-Khotib, Mughnil Muhtaj, Juz III, (Mesir: Musthafa al-Baby al-

Halaby, 1958), h. 6. 
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Imam Syafi’i berkata: apa makna radd? Apakah itu merupakan sesuatu 

yang diperoleh melalui  istihsan  (anggapan baik) walaupun demikian, apakah 

kita mensyariatkan  sesuatu yang  tidak disyariatkan Allah? Kalau boleh, kita 

bisa  saja memberikan warisan kepada  tetangga  atau nasab yang  jauh. Kalau 

tidak boleh, mengapa ada yang membolehkan  radd?103 Berdasarkan dalil  ini 

Imam Syafi’ dan Imam Maliki berpendapat bahwa  radd  itu harus diberikan 

kepada  Baitul  Maal,  karena Baitul  Maal  merupakan  ahli  waris  yang  tidak 

mempunyai  ahli waris. Demikian Urwah dan  Imam Syafii mengemukan hal 

yang sama dengan Zaid bin Tsabit.104 

Kondisi  dan  situasi  yang  dialami  oleh fuqaha Syafi’iyyah  dikemudian 

hari berlainan  dengan  suasana  dan  situasi  yang  dialami  Imam  Syafi’i. 

Sehingga mendorong  pengikut-pengikutnya  seperti  Imam  Ibnu  Saraqah, al-

Qadhi al-Husain, al-Mutawally, al-Mazani dan Ibnu Suraij, memfatwakan bahwa 

sisa  harta  itu tidak  boleh  diserahkan  kecuali  kepada  ashabul  furudl  secara 

nasab dan tidak boleh diberikan kepada suami atau istri, sama ada baitul mal 

terorganisir dengan adil atau tidak  terurus. Pendapat  Imam Nawawi, Imam al-

Mawardi  apabila  Baitul  Maal terorganisir  dengan  adil  maka  tidak  boleh 

diberikan  kepada  ashabul  furudl  dan  jika Baitul mal itu tidak terorganisir 

dengan baik diberikan kepada ashabul furudl kecuali Suami atau istri.105 

Pendapat mazhab Maliki generasi berikutnya bahwa apabila Baitul 

Maal tidak terorganisir dengan adil ketika ada kelebihan sisa harta 

                                                            
103 Komite Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas al-Azhar, Op.cit, h. 323. 
104 Muhammad Ibn Idris al-Syafi’i, al-Umm, Juz 4, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 

1993), h. 100. Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Juz II, (T.tp: Maktabah 
al-Kulliyah al-Azhariyah, 1969), h. 380. 

105 Hasan Ahmad Khotib, al-Fiqh al-Muqaran, (Mesir: Daar al-Ta’rif, 1957), h. 337. 
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diberikanlah kepada ashabul furudl sesuai dengan nisbah bagian mereka 

kecuali kepada suami atau istri.106 

Mengenai  perbedaan  ini  para  Ulama  yang  mengatakan  radd  itu  ada 

(diserahkan  kepada  ashabul  furudl)  adalah  Ali  bin  Abi  Thalib,  Umar  bin 

Khattab, Usman bin Affan, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Abbas, Imam 

Ahmad  bin Hanbal,  Imam  Abu  Hanifah,  Imam  ibnu  Saraqah,  al-Qadhi  al-

Husain, al-Mutawally, al-Mazani dan Ibnu Suraij. 

Para  Ulama  yang  mengatakan  radd  itu  tidak  ada  (diserahkan  kepada 

Baitul Maal)  adalah  Zaid  bin  Tzabit,  Urwah  ibnu  Zubeir,  Sulaiman  ibnu 

Yasar, Imam Syafi’i, dan Imam Maliki. 

Para  ulama  yang  mengatakan  radd  itu  ada  atau  diserahkan  kepada 

ashabul furudl masih berbeda pendapat tentang siapa saja ashabul furudl yang 

mendapatkan radd, menurut kebanyakan para ulama yang berpendapat  radd 

itu  diserahkan  kepada ashabul  furudl  bahwa  suami  atau  istri  tidak  boleh 

mendapatkan  radd. Alasan pembatasan  ini adalah oleh karena yang menjadi 

alasan  adanya  radd  tersebut  adalah hubungan  rahim,  sedangkan  suami  atau 

istri kewarisannya disebabkan hukum dan bukan karena hubungan rahim. 

Hanya  Usman  bin  Affan  yang  membolehkan  suami  atau  istri 

mendapatkan radd. Alasan yang dikemukakan adalah mereka menerima hak 

yang sama dalam pengurangan waktu terjadi ‘aul tentu tidak ada alasan untuk 

membedakannya  pada waktu  menerima  kelebihan  hak.107  Semua  sisa  harta 

yang ada dikembalikan kepada ahli waris dzawil furudh yang ada berdasarkan 

                                                            
106 Wahbah Zuhayli, Op.cit, h. 358. 
107 Ibid., h. 108. 
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kadar furudl masing-masing. Kalau furudl-nya 1/3 dari harta maka radd yang 

diterimanya adalah 1/3 dari sisa harta itu dan begitu seterusnya. 

Contoh masalah radd dalam kewarisan Islam, yaitu apabila seseorang 

meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yang terdiri dari ibu dan satu 

orang istri, maka cara penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 

Langkah pertama yaitu menentukan bagian masing-masing yang akan 

diterima ahli waris: 

Ibu : 1/3 = 4 

Istri : 1/4 = 3 

AM : 12 

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa ada kelebihan harta 

sebanyak 5/12, maka untuk penyelesaian masalah ini kelebihan harta 

dikembalikan kepada ahli waris zawil furudl yang berhubungan darah dengan 

pewaris. Dalam kasus ini dikembalikan kepada ibu saja. Sehingga bagian ibu 

yang awalnya 4/12 menjadi 9/12. 

9. Radd Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

Dalam masalah radd ini, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyatakan 

bahwa apabila terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada 

seluruh  ahli  waris,  tanpa  terkecuali  kepada  suami  atau  istri.108  Hal  ini 

sebagaimana termaktub  dalam  pasal  193 KHI.109 Apabila  dalam  pembagian 

harta warisan diantara para ahli waris dzawil  furudl menunjukkan pembilang 

                                                            
108 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Op.cit, h. 198. 
109 Abdurahman, Op.cit, h. 160. 
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lebih kecil daripada angka penyebut, sedangkan tidak ada ahli waris ashabah, 

maka  pembagian  harta warisan tersebut  dilakukan  secara  radd,  yaitu  sesuai 

dengan hak masing-masing ahli waris, sedang sisanya dibagi secara berimbang 

diantara  mereka”. Sikap  tegas  yang  diambil  oleh  Kompilasi  Hukum  Islam 

yang hanya memberikan satu pilihan yaitu sisa harta yang sesudah dibagikan 

kepada ashabul furudl (radd) boleh diberikan kepada semua ahli waris. Dalam 

Kompilasi Hukum Islam, radd  itu diserahkan kepada seluruh ashabul  furudl, 

termasuk kepada suami atau istri. 

B. Biografi Syafi’iyyah 

1. Biografi Imam Syafi’i 

a. Nasab Syafi’i 

Imam Syafi’i ialah Imam yang ketiga menurut susunan tarikh 

kelahiran. Dia adalah pendukung terhadap Ilmu Hadis dan pembaharu 

dalam agama (Mujaddid) dalam abad kedua Hijriah.110Ia juga Ulama 

Mujtahid (ahli ijtihad) di bidang fiqih dan salah satu dari empat Imam 

Mazhab yang terkenal dalam Islam. 

Imam Syafi’i dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di Laut Tengah 

pada bulan Rajab tahun 150 H/767 M.111 Menurut suatu riwayat, pada 

tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah.112 

                                                            
110Ahmad Asy-Syurbasi, Al-Aimmatul Arba’ah, terj. Sabil Huda, Sejarah Dan Biografi 

Imam Empat Mazhab, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), h. 193.  
111Basri Iba Asyghary, Kodifikasi Hukum Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 159. 
112Huzaimah Tahido Yanggo, Pengantar Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Logos Wacana 

Ilmu, 1997), h. 27. 
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Nama lengkap Imam Syafi’i adalah Muhammad bin Idris bin Abbas 

bin Usman bin Syafi’i bin Al-Saib bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Hasyim 

bin Abdul Al-Muthalib bin Abdul Manaf.113 Kata Syafi’i dinisbatkan 

kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu Syafi’i bin Al-Saib. Ayahnya 

bernama Idris bin Abbas, sedangkan ibunya bernama Fatimah binti 

Abdullah bin Al-Hasan bin Husain bin Ali bin AbiTholib.114 Dengan 

demikian ibu Imam Syafi’i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Tholib, 

menantu Nabi Muhammad SAW.115 Dengan demikian, kedua orang tua 

beliau berasal dari bangsawan Arab Quraisy.116 

Dengan pertalian tersebut diatas, Imam Syafi’i menganggap dirinya 

dari orang dekat kepada Rasulullah SAW. Bahkan beliau dari keturunan 

Zawil Kubrayang berjuang bersama dengan Rasulullah SAW di zaman 

jahiliyah dan Islam.Mereka bersama dengan Rasulullah SAW juga semasa 

orang Quraisy mengasingkan Rasulullah SAW mereka bersama turut 

menanggung penderitaan bersama-sama Rasulullah SAW.117 

Keluarga Imam Syafi’i adalah dari keluarga Palestina yang miskin 

dan yang dihalau dari negerinya, mereka hidup di dalam perkampungan 

orang Zaman.118 Meskipun dibesarkan dalam keadaan yatim dan dalam 

keluarga yang miskin, hal ini tidak menjadikannya merasa rendah diri 

                                                            
113Jaih Mubarak, Modifikasi Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 27. 
114Moh. Yassir Abd Mutholib, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2004), h. 3. 
115Huzaimah Tahido Yanggo, Loc.cit, h. 121. 
116Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van 

Hoeve, 1993), h. 327. 
117Ahmad Asy-Syurbasi, Op.cit, h. 142. 
118Sabil Huda, Op.cit, h. 142. 
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apalagi malas. Sebaliknya, dia bahkan sangat giat mempelajari Hadis dari 

Ulama-ulama Hadis yang banyak terdapat di Makkah.119 Dia terpaksa 

mengumpulkan batu-batu yang baik, belulang, pelepah tamar dan tulang 

unta untuk ditulis di atasnya.Kadangkala dia pergi ke tempat-tempat 

perkumpulan orang banyak meminta kertas untuk menulis pelajarannya.120 

Sejarah Islam mengatakan Imam Syafi’i hidup pada masa-masa awal 

pemerintahan Bani ‘Abbasiyah yang berhasil merebut kekuasaan dari Bani 

Umayyah. Pada masa itu, setiap khalifah dari Bani ‘Abbasiyah hampir 

selalu menghadapi pemberontakan orang-orang dari kalangan 

‘Alawiyah.Kenyataan ini membuat mereka bersikap sangat kejam dalam 

memadamkan pemberontakan orang-orang ‘Alawiyah yang sebenarnya 

masih saudara mereka sebagai sesama Bani Hasyim.Dan hal itu 

menggoreskan rasa sedih yang mendalam pada kaum muslimin secara 

umum dan pada diri Imam Syafi’i secara khusus.Dia melihat orang-orang 

dari Ahlu Bait Nabi menghadapi musibah yang mengenaskan dari 

penguasa. Maka berbeda dengan sikap ahli fiqih selainnya, beliau pun 

menampakkan secara terang-terangan rasa cintanya kepada mereka tanpa 

rasa takut sedikitpun, suatu sikap yang saat itu akan membuat pemiliknya 

merasakan kehidupan yang sangat sulit. 

Pada suatu ketika Imam Syafi’i mengalami sakit yang sangat 

parah.Karena kesibukannya berdakwah dan menebar ilmu, beliau 

menderita penyakit bawasir yang selalu mengeluarkan darah. Segenap 

                                                            
119Masykur A.B, Fiqih Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera Basritama, 2000), h. 29. 
120Ahmad Asy-Syurbasi, Loc.cit, h. 143. 
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murid-murid Imam Syafi’i diantaranya: Al-Muzany dan Rabi Al-Jizi 

sering kali datang kerumah Imam Syafi’i untuk melayaninya selama 

sakit.121 Kemudian pada suatu hari, dia berwasiat kepada Rabi Al-Jizi : 

”Apabila aku mati, hendaklah kamu segera datang memberitahukan 

kepada wali negeri Mesir, dan mintalah kepadanya supaya ia memandikan 

aku”.  

Imam Syafi’i sudah merasa bahwa dirinya akan kembali ke 

rahmatullah, akhirnya dengan tenang dia menghembuskan nafasnya yang 

terakhir sesudah sholat Isya’ malam jum’at bulan Rajab tahun 204 H/819 

M di usianya yang ke 54 tahun dengan disaksikan muridnya Rabi Al-Jizi. 

b. Pendidikan dan Pengalaman Syafi’i  

Imam Syafi’i dalam riwayatnya seperti yang telah diuraikan diatas 

bahwa ia dilahirkan dalam keadaan yatim, hingga dalam usia dua tahun, ia 

dibawa ibunya pindah ke negeri Hijaz (persisnya ke kota Makkah). 

Sungguhpun ia dalam keadaan yatim dan miskin, namun dengan dorongan 

ibunya tercinta dan dengan dukungan kecerdasannya yang mengagumkan, 

maka dalam usia sembilan tahun sudah dapat menghafal kitab suci Al-

Qur’an 30 juz diluar kepala, dibawah bimbingan guru besar Imam Ismail 

bin Qasthanthin.122 

Begitu tamat belajar Al-Qur’an Imam Syafi’i oleh ibunya 

dimasukkan ke lembaga pendidikan lain yang berada di dalam Masjidil 

Haram, agar dapat membaca Al-Qur’an lebih baik termasuk tajwid dan 

                                                            
121Hilaluddin MS, Riwayat Ulama Besar Imam Syafi’i, (Surabaya: Apollo, 1996), h. 69. 
122Ibid., h. 7. 
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tafsirnya. Dalam usia 13 tahun, dia sudah mampu membaca Al-Qur’an 

dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalnya, bahkan memahami apa 

yang dibacanya sebatas kesanggupan soerang anak yang baru berusia 13 

tahun.123 

Imam Syafi’i setelah dapat menghafal seluruh isi Al-Qur’an dengan 

lancar, dia berangkat ke dusun Baduwy Banu Huzail untuk mempelajari 

bahasa arab yang asli dan fasih. Disana selama bertahun-tahun dia 

mendalami bahasa, kesusastraan dan adat istiadat arab yang asli. Bahkan 

ketekunan dan kesanggupannya, kemudian dikenal sangat ahli dalam 

bahasa arab dan kesusastraannya, mahir dalam membuat syair, serta 

mendalami adat istiadat arab yang asli.124 

Sepulangnya dari dusun Baduwy Banu Huzail, dia kembali ke 

Makkah untuk berguru kepada Imam Muslim bin Kholid Az-Zanniy 

tentang ilmu fiqih dan ushul fiqh serta ilmu hadis berguru kepada Imam 

Sufyan bin Uyainah, sampai memperoleh ijazah dan berhak mengajar serta 

memberi fatwa.  

Imam Syafi’i juga sangat tekun dan tidak kenal lelah dalam 

belajar.Ini terbukti, pada usia 10 tahun ia sudah hafal kitab Al-Muwattho’ 

karya Imam Malik. Oleh karena itu, setelah berumur 15 tahun, oleh para 

gurunya ia diberi izin untuk mengajar dan memberi fatwa kepada khalayak 

ramai. Imam Syafi’i pun tidak keberatanmenduduki jabatan guru besar dan 

mufti di dalam Masjidil Haram di Makkah.Tetapi walaupun demikian dia 
                                                            

123Al-Hamid Al-Husaini, Riwayat Sembilan Imam Fiqh, (Bandung: Pustaka Hidayah, 
2000), h. 383. 

124 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Op.cit, h. 329.  
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tetap belajar ilmu pengetahuan di Makkah.125Adapun gelar yang disandang 

Imam Syafi’i adalah Nashirul Hadits (pembela hadits).Dia mendapat gelar 

ini karena dikenal sebagai pembela hadits Rasulullah, dan komitmennya 

untuk mengikuti Sunnah Rasul. 

Imam Syafi’i setelah menghafal isi kitab Al-Muwattho’, dia sangat 

berhasrat untuk menemui pengarangnya, Imam Malik, sekaligus ingin 

memperdalam ilmu fiqih yang amat diminatinya. Lalu dengan meminta 

izin kepada gurunya di Makkah, dia berangkat ke Madinah, tempat Imam 

Malik. Setibanya di Madinah, Imam Syafi’i sholat di Masjid Nabi SAW 

dan menziarahi makamnya Nabi SAW, baru kemudian menemui Imam 

Malik. Ia sangat dikasihi oleh gurunya dan kepadanya diserahi tugas untuk 

mendiktikan isi kitab Al-Muwattokepada murud-murid Imam Malik.126 

Kesimpulan dari uraian diatas, bahwa Imam Syafi’i mempunyai 

pengetahuan yang sangat luas dalam bidang lughah dan adab. Di samping 

pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri. Sedangkan 

pengetahuannya dalam bidang fiqih meliputi Fiqih Ashab Al-Ra’yi di irak 

dan Fiqih Al-Hadis di Hijaz. 

c. Guru-guru Imam Syafi’i  

Imam Syafi’i sejak masih kecil adalah seorang yang memang 

mempunyai sifat ”pecinta ilmu pengetahuan”, maka sebab itu 

bagaimanapun keadaanya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut 

ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandangnya mempunyai 

                                                            
125M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 4.  
126Al-Hamid Al-Husaini, Op.cit, h. 
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pengetahuan dan keahlian tentang ilmu, dia pun sangat rajin dalam 

mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.127 

Diantara guru-guru utama yang membina kepada Imam Syafi’i 

antara lain: 1) Ketika berada di Makkah: a) Muslim bin Kholid (guru 

bidang fiqih) b) Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir) c) 

Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur’an) d) Ibrahim bin Sa’id128 

e) Sa’id bin Al-Kudah f) Daud bin Abdurrahman Al-Attar g) Abdul Hamid 

bin Abdul Aziz bin Abi Daud129 2) Ketika berada di Madinah : a) Malik 

bin Anas R.A b) Ibrahim bin Saad Al-Ansaric) Abdul Aziz bin 

Muhammad Al-Darawardi d) Ibrahim bin Yahya Al-Asami e) Muhammad 

Said bin Abi Fudaik f) Abdullah bin Nafi Al-Shani 3) Ketika berada di 

Irak : a) Abu Yusuf b) Muhammad bin Al-Hasan c) Waki’ bin Jarrah d) 

Abu usamah e) Hammad bin Usammah f) Ismail bin Ulaiyah g) Abdul 

Wahab bin Ulaiyah 4) Ketika berada di Yaman : a) Yahya bin Hasan b) 

Muththarif bin mizan c) Hisyam bin Yusuf d) Umar bin Abi Maslamah Al-

Auza’i 5) Di antara yang lain lagi : a) Ibrahim bin Muhammad b) Fudhail 

bin Lyadi c) Muhammad bin Syafi’i. 

d.  Murid-murid Imam Syafi’i 

 Guru-guru Imam Syafi’i amatlah banyak, maka tidak kurang pula 

penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah: 1) Abu Bakar Al-

                                                            
127Hilaluddin MS, Op.cit, h. 72. 
128Ibid., 
129Ahmad Asy-Syurbasi, Op.cit, h. 149. 
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Humaidi 2) Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas 3) Abu Bakar Muhammad 

bin Idris 4) Musa bin Abi Al-Jarud.130 

Murid-muridnya yang keluaran Bagdad, adalah: 1) Al-Hasan Al-

Sabah Al-Za’farani 2) Al-Husain bin Ali Al-Karabisi 3) Abu Thur Al-

Kulbi 4) Ahmad bin Muhammad Al-Asy’ari.131 

Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu: 1) Ahmad bin Hambal 2) 

Dawud bin Al-Zahiri 3) Abu Tsaur Al-Bagdadi 4) Abu ja’far At-

Thabari.132 

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah: 1) Abu Ya’kub Yusub 

Ibnu Yahya Al-Buwaithi 2) Al-Rabi’in bin Sulaiman Al-Muradi 3) 

Abdullah bin Zuber Al-Humaidi 4) Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-

Muzany 5) Al-Rabi’in bin Sulaiman Al-Jizi 6) Harmalah bin Yahya At-

Tujubi 7) Yunus Abdil A’la 8) Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim 

9) Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakim 10) Abu Bakar Al-

Humaidi 11) Abdul Aziz bin Umar 12) Abu Usman Muhammad bin 

Syafi’i13) Abu Hanifah Al-Asnawi.133 

2. Biografi Imam al-Muzani 

Ibnu Al-Imad Al-Hanbali menyebutkan biografi Imam al-Muzani di 

dalam Syadzurat Adz-Dzahab, di antara para ulama yang wafat pada tahun 

dua ratus enam puluh empat, lalu dia berkata, “Di antaranya adalah al-Muzani 

                                                            
130Ibid., h. 135. 
131Ibid., 
132 Subhi Mahmassani, Filsafat Hukum Dalam Islam, (Bandung: Al-Ma’arif, 1976), h. 68. 
133Sirajudin Abbas, Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi’i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 

2004), h. 180-181.  
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al-Faqih Abu Ibrahim Isma’il bin Yahya bin Isma’il al-Mishri, murid asy-

Syafi’i. Dia wafat pada bulan Rabi’ul awwal, di usia sembilan puluhan. 

Asy-Syafi’i berkata, “al-Muzani adalah penolong madzhabku.” 

Dia seorang yang zuhud dan ahli ibadah, biasa memandikan orang-

orang yang meninggal karena mengharapkan pahala. Dia mengarang al-Jami’ 

al-Kabir dan ash-Shaghir serta ringkasannya, Mukhtashar al-Muzani, al-

Mantsur, al-Masail al-Mu’tabarah, at-Targhib fi al-‘Ilm, Kitab al-Watsaiq, 

dan lain-lain. 

Untuk setiap masalah yang dituliskannya di dalam Mukhtasharnya ini, 

dia shalat dua raka’at, sehingga kitabnya ini menjadi panduan kitab-kitab lain 

yang dikarang dalam madzhab ini. Berdasarkan cara penyusunannya inilah 

para pengarang setelahnya menyusun kitab-kitab mereka, sementara 

perkataannya, mereka tafsirkan dan jelaskan. 

Dia seorang yang dikabulkan do’anya, lagi sangat wara’. Diceritakan 

mengenainya, bahwa bila dia terluputkan shalat jama’ah, dia shalat sendirian 

sebanyak dua puluh lima kali. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama 

fikih asy-Syafi’i yang mengunggulinya, dan dia pula yang memandikan Imam 

asy-Syafi’i saat meninggal. Ada yang mengatakan, bahwa dia dibantu oleh ar-

Rabi’. Dan dia dikuburkan di sebelahnya, di al-Qarafah ash-Shughra. Dia 

dinisbatkan kepada Muzainah binti Kalb bin Wabrah, ibunya kabilah yang 

masyhur.134 

3. Biografi Imam al-Mawardi 

                                                            
134 Al-Muzani, Mukhtashar al-Muzani, terj. Amir Hamzah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 

2016), h. 1-2. 
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a. Nasab Imam al-Mawardi 

Nama lengkap Al-Imam Al-Mawardi adalah Abu Hasan Ali bin 

Muhammad bin Habib al-Mawardi. Ia lahir di Basra 364 H/975 M, dan 

wafat di Bagdad 450 H/1058 M. Dia seorang pemikir Islam yang terkenal, 

tokoh terkemuka mazhab Syafi’i, dan pejabat tinggi yang besar 

pengaruhnya dalam pemerintahan Abbasiyah. Al-Imam Al-Mawardi 

merupakan salah satu tokoh pemikir Islam yang terkenal, Ia juga 

merupakan tokoh terkemuka mazhab Syafi’i. ia menjadi hakim Agung 

(Qadi al-Qudat) dalam pemerintahan Abbasiyah disaat al-Qadir berkuasa. 

Sungguhpun demikian, ia termasuk penulis produktif, cukup banyak 

bukunya dalam berbagai bidang ilmu, mulai dari ilmu bahasa, sastra, tafsir 

sampai dengan ketatanegaraan.135  

Al-Imam Al-Mawardi mempunyai reputasi tinggi di kalangan 

orangorang lama dalam barisan juru ulas Al-Quran. Ulasannya yang 

berjudul Nukat-wa’luyun mendapat tempat tersendiri diantara ulasan-

ulasan klasik dari Al Qusyairi, Al-Razi, Al-Isfahani, dan Al-Kirmani. 

Tuduhan bahwa ulasan-ulasannya yang tertentu mengandung kuman-

kuman pandangan Mu’tazilah tidaklah wajar, dan orang-orang terkemuka 

seperti Ibn Taimiyah telah memasukkan karya Al-Imam Al-Mawardi ke 

dalam buku-buku yang bagus mengenai persoalannya. Ulasannya atas Al-

Qur’an popular sekali, dan buku ini telah dipersingkat oleh seorang 

penulis. Seorang sarjana Muslim Spanyol bernama Abul Hasan Ali telah 

                                                            
135 Munawir Sadzali, Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: 

UI Press, 1990), h. 61. 
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datang jauh dari Saragosa di Spanyol, untuk membaca buku tersebut dari 

pengarangnya sendiri.136  

Al-Imam Al-Mawardi juga menulis sebuah buku tentang 

perumpamaan dalam Al-Qur’an, yang menurut pendapat As-Suyuti 

merupakan buku pertama dalam soal ini. Menekankan pentingnya buku 

ini, Al-Imam Al-Mawardi menulis, “salah satu dari ilmu Qur’an yang 

pokok adalah ilmu ibarat, atau umpama. Orang telah mengabaikan hal ini, 

karena mereka membatasi perhatiannya hanya kepada perumpamaan, dan 

hilang pandangannya kepada umpama-umpamanya yang disebutkan dalam 

kiasan itu. Suatu perumpamaan tanpa suatu persamaan (misal), ibarat kuda 

tanpa kekang, atau unta tanpa penuntun.”137 

b. Guru-gurunya 

Walaupun Al-Imam Al-Mawardi lahir di Basra, tapi ia dibesarkan di 

Baghdad. Dari ulama-ulama terkemuka di Baghdad ia mempelajari dan 

mendalami ilmu-ilmu agama Islam. Diantara guru-gurunya dalam bidang 

ilmu-ilmu agama: 

Bidang hadis adalah: 

a. Hasan bin Ali bin Muhammad Al-Jabali (sahabat Abu Hanifah 

AlJumahi). 

b. Muhammad bin Adi bin Zuhar Al-Manqiri. 

c. Muhammad bin Al-Ma’alli Al-Azdi. 

d. Ja’far bin Muhammad bin Al-fadhl Al-Baghdadi. 

                                                            
136 Ibid., h. 62. 
137 Ibid.,  
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e. Abu Al-Qasim Al-Qushairi.  

Bidang fiqh adalah: 

a. Abu Al-Qasim Ash-Shumairi diBasrah. 

b. Ali Abu Al-Asfarayni (Imam madzhab Syafi’i di Baghdad). Gurunya 

yang terakhir ini amat berpengaruh pada diri Al-Imam Al-Mawardi. 

Pada gurunya itulah ia mendalami mazhab Syafi’i dalam kuliah rutin 

yang diadakan disebuah masjid yang terkenal dengan masjid Abdullah 

ibnu al-Mubarok, di Baghdad.138 

c. Murid-muridnya 

Diantaranya adalah: 

a. Imam besar, Al-Hafidz Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Khatib Al-

Baghdadi. 

b. Abu Al-Izzi Ahmad bin kadasy.139 

d. Karya-karyanya 

Diantara buku-buku karangan Al-Imam Al-Imam Al-Mawardi 

adalah sebagai berikut:  

Pertama; Dalam fiqh,Yaitu: 

a. Al-Hawi Al-Kabir. 

b. Al-Iqna’u.  

Dalam ilmu fiqih, inilah Al-Imam Al-Mawardi, menunjukkan suatu 

pemikarannya yang merujuk pada Al-Imam Al-Syafi’i, atau condong pada 

                                                            
138 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1996), h. 1162. 
139 Ibid.,  
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pemikiran-pemikiran ulama’ Syafi’iyah, seperti dalam kitabnya, Al-hawi 

Alkabir. Buku ini ditulis oleh Al-Imam Ali bin Muhammad bin Habib Al-

Imam Al-Mawardi (w 450 H) yang merupakan syarah dari kitab 

Mukhtashar al-Muzani karya Al-Imam Al-Muzani. Buku ini merupakan 

syarah Al-Mukhtashar yang sangat panjang.140 Di dalamnya dikemukakan 

pendapat-pendapat Al-Imam Al-Syafi’i, juga pendapat ashshab Imam 

Syafi’i berikut dalil-dalilnya serta dibandingkan dengan madzhab fiqh 

lainnya semisal dengan madzhab Malikiyyah, Hanabilah, Dhahiriyyah. Di 

akhir pembahasan, semua persoalan “dimenangkan” oleh madzhab 

Syafi’iyah.  

Kedua; Dalam fiqh politik, Yaitu: 

a. Al-Ahkamu As-Sulthaniyyah. 

b. Siyasatu Al-Wizarati wa Siyasatu Al-Maliki. 

c. Tashilu An-Nadzari wa Ta’jilu Adz-Dzafari fie Akhlaqi Al-Maliki wa 

Siyasatu Al-Maliki. 

d. Siyasatu Al-Maliki. 

e. Nashihatu Al-Muluk.  

Ketiga; Dalam Tafsir, Yaitu: 

a. Tafsiru Al-Qur’anul Karim. 

b. An-Nukatu wa Al-Uyunu. 

c. Al-Amtsalu wa Al-Hikamu. 

                                                            
140 Abu Khasan Al-Mawardi Al-Basriy, Al-Hawi al-Kabir, (Beirut: Darul Kutub al-

Ilmiyyah, t.th), Jilid I, h. 3.  
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Kemudian ada juga kitab dalam bidang sastra diantaranya, Adabu 

Ad-Dunya wa Ad-Dini, kemudian ada juga dalam bidang aqidah yaitu 

kitab A’lamu An-Nubuwah. 

e. Pujian Para Ulama Terhadapnya 

Sejarawan Ibnu Al-Atsir berkata: “Al-Imam Al-Mawardi adalah 

seorang Al-Imam. Abu Fadhl ibnu Khairun Al-Hafidz berkata: Al-Imam 

Al-Mawardi adalah orang hebat. Ia mendapatkan kedudukan tinggi dimata 

sulthan. Ia adalah salah seorang imam, dan mempunyai karya tulis 

bermutu dalam berbagai disiplin ilmu. Al-Khatib Al-Baghdadi berkata: Al-

Imam Al-Mawardi termasuk tokoh ahli fiqh madzhab Al-Imam Al-Syafi’i. 

Aku menulis darinya dan ia adalah orang yang berintegritas tinggi.141  

Ada diantara para Ulama diantaranya adalah Al-Imam Ad-Dzahabi 

yang menuduhnya sebagai Mu’tazili, tetapi oleh para ulama yang lain 

diantaranya Ibnu Al-Subki, dan Ibnu Hajr menyangkal hal itu. Walaupun 

memang benar bahwa ada sebagian pendapat-pendapatnya yang sejalan 

dengan pendapat sekte Mu’tazilah, diantaranya adalah pertama, 

pendapatnya berkaitan tentang kewajiban hukum dan pengamalannya 

apakah hal tersebut berdasarkan syari’at atau akal? Al-Imam Al-Mawardi 

berpendapat bahwa hal tersebut berdasarkan akal. Kedua, pendapatnya 

tentang penafsiran satu ayat Al-A’raf, ia berkata: “Allah tidak 

menghendaki penyembahan berhala-berhala.”142  

                                                            
141 Abdul Aziz Dahlan, Op.cit, h. 1163. 
142 Sirajuddin Abbas, Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi’i, (Jakarta: CV. Pustaka 

Tarbiyah, 2003), h. 213. 
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Menurut beberapa muridnya, menjelang wafat Al-Imam Al-Mawardi 

pernah mengatakan: 

“Buku-buku saya ada di si Fulan. Saya tidak akan mengeluarkannya, 
karena saya khawatir saya tidak ikhlas. Jika saya mati tolong pegang 
tangan saya. Jika tangan saya bisa menggenggam, maka tulisan saya 
hanya sedikit yang dapat diterima, maka tolong ambil tulisan-tulisan 
saya lalu buang ke suangai Tigris. Akan tetapi jika tangan saya 
terbuka, maka itu berarti diterima Allah”.  
 
Si murid mengatakan: 

“Kemudian saya laksanakan pesannya begitu beliau meninggal. 

Ternyata tangan beliau terbuka. Maka saya tahu karangan-

karangannya diterima di sisi Allah. Lalu saya publikasikan”.143  

Al-Imam Al-Mawardi meninggal pada akhir bulan Rabi’al Awal 

tahun 450 H dan di makamkan di Bab al-Harb, Baghdad. 

C. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Kajian tentang topik radd sebenarnya sudah ada yang pernah membahasnya, 

seperti: 

a. Penelitian yang dilakukan oleh Usnul Islami dengan judul, Radd dalam 

Kewarisan Islam “Radd Dalam Kewarisan Islam (Analisis Pendapat Imam 

Malik”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri 

(UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2016. Hasil penelitian: Setelah 

melakukan analisa, penulis lebih memilih pendapat jumhur ulama karena 

beberapa alasan, yaitu: dalil yang digunakan Imam Malik merupakan dalil 

yang ‘am sedangkan yang digunakan jumhur ulama dalil yang khas. Hal 

                                                            
143 Abdullah Mustofa Al-Maraghi, Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah, (Yogyakarta: 

LKPSM, 2001), h. 152. 
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ini terlihat dari sighat ‘am dan khas yang terdapat dalam lafaz. Selain itu 

pendapat yang kedua sejalan dengan maqashid syar’iyah, yaitu 

mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dari segi 

implementasi, pendapat Imam Malik tidak dapat dilaksanakan karena tidak 

adanya lembaga keuangan pada zaman sekarang yang seperti baitul mal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


